BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menimbang :

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur
subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan
kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah;



Mengingat :

Ci

.Ut

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri
D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 139);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 140);

11.Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

B

(1)

(2)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Bupati adalah Bupati Bantul.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk
menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur
subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.



Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1 . Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB IIl  : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
BAB IV : Tujuan dan Sasaran;

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI  : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

a.
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BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;

Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;

a.
b.

C.

Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:

3%
2.
<3

10.
1%,
12.
13.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan;

Perubahan Renstra Dinas Sosial;

Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti
Mandala Sarta Tata Sasanayj;

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah;
3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia;
4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;

Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
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Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;

e

Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
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. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;

-
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. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
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. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
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. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
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. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
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. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
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. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
g Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.



Pasal 5
Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

pkan di Bantul

Diundangkan di Bantul
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BERITA_DAFRAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 5& TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2021-2026



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap
satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah (5 tahun). Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh
perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan teknis
operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis
untuk kurun waktu S5 (lima) tahun berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak
lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi



Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan
Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya
pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Bantul berdasarkan
RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu
pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2024.
Melalui Perubahan Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi
tujuan dari pembangunan daerah, bagaimana mewujudkannya serta apa
yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah,
fungsi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai
arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan
kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita
sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan
tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan;

c. penyusunan rancangan akhir;
d. penetapan.

Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki keterkaitan
dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar

sebagai berikut:



Gambar 1.1
Keteekaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain
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Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah dibentuk
Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu fungsi perencanaan. Dalam
sejarah perkembangannya, dalam rangka memantapkan kedudukan, tugas,
dan fungsi Bappeda sebagai bagian dari organ yang membantu tugas
Gubernur/Bupati/Walikota pada aspek perencanaan, diterbitkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang
pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185
Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat II. Sebagaimana dalam Keppres tersebut,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Tingkat I
disebut Bappeda Tingkat I, merupakan badan staf yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
Selanjutnya Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Walikota/madya Kepala

Daerah Tingkat II Susunan organisasi Bappeda terdiri dari: ketua,



sekretariat, bidang penelitian, bidang ekonomi, bidang sosial budaya,
bidang fisik dan prasarana, bidang statistik dan laporan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah, berdampak pada struktur
kelembagaan perangkat daerah. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan
Permendagri tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor
174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan
landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
Nomor 3);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun
2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);



27.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 139);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026 (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 140);

29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan

30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dimaksudkan

memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub

kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.
Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-

2026 sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima)
tahun kedepan.

2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai
selama periode Renstra Perangkat Daerah.

3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil
pengendalian dan evaluasi secara berkala.

4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.



1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bantul ini

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV
BAB V

BAB VI
BAB VII

BAB VIII

Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.2. Kierja Keuangan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Tujuan danSasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penutup






BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan
perangkat daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan
pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi
perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut
Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan,
serta fungsi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan. Susunan
organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat;
1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
2. Subbagian Keuangan dan Aset
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perencanaan;
1. Kelompok Substansi Data dan Informasi;
2. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
3. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan
Non APBD;
d. Bidang Pemerintahan dan Sumberdaya Manusia

1. Kelompok Substansi Pemerintahan;



2. Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
3. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia.
e. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam
(2) 1. Kelompok Substansi Perekonomian;
(3) 2. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.
f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1. Kelompok Substansi Infrastruktur;
2. Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan.
g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
1. Kelompok Substansi Penelitan Pengembangan dan Inovasi
Daerah;
2. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan
APBD;
3. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan
Keistimewaan dan Non APBD.

h. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bantul dapat dilihat pada

Gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bantul
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Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan

organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala
Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan
pengendalian, penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan
dan pengendalian urusan keistimewaan
Bappeda dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

a. Perumusan program kerja Badan;

b. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian,
penelitian dan pengembangan;

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang
perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;

d. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di
bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian
dan sumberdaya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan,;

e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan
pembangunan daerah;

f. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;

g. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;

h. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi
jabatan fungsional pada Badan;

i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem
pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya
pemerintahan pada Badan;

j. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;

k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

m. Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



2. Sekretariat
2.1. Sekretaris
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat
mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di
lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;

b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. Penyusunan program Badan;

d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;

e. Pelaksanaan program kesekretariatan;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;

g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
h. Pelaksanaan penatausahaan Badan;

[

Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di

lingkungan Badan;

j. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Jabatan Fungsional pada Badan;

k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan
Fungsional pada Sekretariat;

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan,
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan
kehumasan pada Badan;

m. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem
pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;

n. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;

o. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada
Badan;

p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta

penyusunan laporan kinerja Badan;



q- Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan
prasarana;

r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
kinerja Sekretariat; dan

s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan dipimpin oleh Jabatan

Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok

Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan,

serta pengelolaan data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Program dan

Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan
Pelaporan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan
dan keuangan pada Badan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen
perencanaan Badan;

d. Penyusunan rencana program dan anggaran Badan;

e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan
informasi Badan;

f. Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;

g. Fasilitasi penyelenggaraan sistem  pengendalian internal
pemerintah pada Badan;

h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;

i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.



2.3.

2.4.

Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan  perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah pada Badan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas Subbagian Keuangan dan Aset
menpunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait

pengelolaan keuangan dan aset Badan;

c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;

d. Penatausahaan keuangan Badan;

e. Pengelolaan perbendaharaan Badan;

f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;

g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;

e

Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik

daerah pada Badan;

j- Pengelolaan barang milik daerah pada Badan;

k. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;

1. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala

Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan,

kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk



melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait
administrasi umum dan kepegawaian;

Pengelolaan data kepegawaian Badan;

S

Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;

5 o0a 0

. Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan
Badan;

i. Penyelenggaraan kepustakaan Badan;

j. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan
Badan;

k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;

m. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;

n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kkinerja
Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan
3.1. Kepala Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan,

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan

fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,



Bidang  Perencanaan  Pembangunan Daerah  mempunyai

fungsi:penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan,;

a.
b.

penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;
pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan daerah;

pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah;

pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan
Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD,
pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya;
penyelenggaraan pengumpulan, analisa. pengkajian data dan
informasi perencanaan pembangunan Daerah;

pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-
program pembangunan daerah;

pengkoordinasian dan sinkronisasipelaksanaan

kebijakan perencanaan dan pendanaan;

penyusunan program pembangunan dan dokumen perencanaan
pembangunan daerah ;

pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
pelaksanaan penyajian, dokumentasi dan pengamanan data
informasi pembangunan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan penyusunan
profil pembangunan daerah;

pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan
Fungsional pada Bidang Perencanaan;

pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi,
dan penyusunan kinerja Bidang Perencanaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidang tugasnya.



3.2.

3.3.

Kelompok Substansi Data dan Informasi

Kelompok Substansi Data dan Informasi dipimpin oleh Jabatan

Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Kelompok Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan data perencanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Kelompok Substansi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan  pada Kelompok
Substansi Data dan Informasi ;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengumpulan
dan analisa data perencanaan pembangunan;

c. Pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah;

d. Pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai
bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

e. Pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

f. Penyusunan data hasil evaluasi dan profil pembangunan

daerah;
g. Pelaksanaan penyajian data pembangunan daerah;
h. Pelaksanaan penyajian dan pengamanan data

informasi perencanaan pembangunan,;

i. Pelaksanaan dokumentasi data informasi pembangunan
daerah;

j- Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang data dan
informasi pembangunan daerah;

k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
kinerja Kelompok Substansi Data dan Informasi; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD dipimpin oleh

Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai

tugas perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kelompok

Substansi Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai

fungsi:penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Perencanaan

Pendanaan APBD;

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi
Perencanaan Pendanaan APBD;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
perencanaan pendanaan APBD;

c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan
dan penganggaran pembangunan bersumber APBD;

d. Pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan
Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD;

e. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan
dan pendanaan pembangunan Daerah;

f. Penyusunan program pembangunan Daerah yang bersumber

dari APBD;

g. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

h. Pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-
program pembangunan di daerah yang bersumber dari APBD;

i. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah dengan pendanaan bersumber pada APBD;

j- Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah
dari kegiatan dengan pendanaan bersumber APBD;

k. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah dengan
pendanaan APBD;

1. Penyiapan bahan pengkajian, analisis dan perumusan

kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;



m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.4. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan

dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan
Non APBD dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai
Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan
Non APBD mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
pendanaan keistimewaan dan non APBD. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kelompok Substansi
Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai
fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja kelompok substansi perencanaan
pendanaan keistimewaan dan non apbd,;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pendanaan keistimewaan dan non apbd,;

c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan
penugasan urusan keistimewaan dan perencanaan yang
bersumber dari pendanaan non apbd,;

d. Pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan
pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari dana
keistimewaan diy dan non apbd,;

e. Penyusunan dokumen perencanaan penugasan urusan
keistimewaan dan non apbd;

f. Pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program
pembangunan yang bersumber dari dana keistimewaan dan

non apbd;



g. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan  pendanaan  bersumber dari dana
keistimewaan dan non apbd;

h. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah
dari kegiatan yang bersumber dana keistimewaan dan non
apbd;

i. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja
kelompok substansi perencanaan pendanaan keistimewaan dan
non apbd; dan

j- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang
perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4.1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh

Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan

evaluasi serta fasilitasi perencanaan pembangunan Daerah di

bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai

fungsi:penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
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d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pemerintahan
dan pembangunan manusia;

e. Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia;

f. Penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia;

g. Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga dan provinsi bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia;

h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan
perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan
manusia;

i. Pembinaaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Jabatan Fungsional pada Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;

j- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Kelompok Substansi Pemerintahan
Kelompok Substansi Pemerintahan dipimpin oleh Jabatan
Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia.
Kelompok Substnasi Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan bidang Pemerintahan. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok
Substansi Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemerintahan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan daerah bidang pemerintahan ;



Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah,
dan pendek bidang pemerintahan;

Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang
pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan
pencatatan  sipil, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, wurusan pemerintahan bidang pengawasan,
sekretariat dewan, kapanewon, keuangan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan. Serta sekretariat daerah yang
membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol,
organisasi, serta perencanaan dan keuangan;

Penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan;

Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan
bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan
pencatatan  sipil, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, wurusan pemerintahan bidang pengawasan,
sekretariat dewan, kapanewon, keuangan, perencanaan,
penelitian dan pengembangan, serta sekretariat daerah yang
membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol,
organisasi, serta perencanaan dan keuangan;

Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang pemerintahan;
Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasonal bidang pemerintahan;

Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan
kepada  perangkat daerah yang mengampu  urusan
pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang

pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, keuangan,



perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta sekretariat
daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum
dan protokol, organisasi, serta perencanaan dan keuangan;

j- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan Kelompok Substansi Pemerintahan; dan

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

4.3. Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat

Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala

Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di

bawah dan Dbertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan bidang kesejahteraan rakyat. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok

Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan
Rakyat;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah,
dan pendek bidang kesejahteraan rakyat;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang mengampu wurusan di bidang sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana tenaga kerja
dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang membidangi
kesejahteraan rakyat;

e. Penyiapan bahan musrenbang bidang kesejahteraan rakyat;

f. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat daerah yang mengampu urusan bidang sosial,
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pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja
dan transmigrasi, serta sekretariat daerah yang membidangi
kesejahteraan rakyat;

g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang kesejahteraan
rakyat;

h. Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional bidang kesejahteraan rakyat;

i. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis
perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan
bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga
kerja dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang
membidangi kesejahteraan rakyat;

j- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pembangunan Manusia

Kelompok Substansi Pembangunan Manusia dipimpin oleh Jabatan

Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan

dan Pembangunan Manusia. Kelompok Substansi

Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan bidang pembangunan manusia. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi

Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi
Pembangunan Manusia;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi
dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang

pembangunan manusia;



Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah,
dan pendek bidang pembangunan manusia;

Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang mengampu urusan bidang kesehatan, pendidikan,
kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan
masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan
urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian,
Pendidikan, dan pelatihan;

Penyiapan bahan musrenbang bidang pembangunan manusia;
Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah yang mengampu urusan bidang kesehatan,
pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan,
pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan,
kearsipan, dan wurusan penunjang pemerintahan bidang
kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;

Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang pembangunan
manusia;

Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional bidang pembangunan manusia;

Penyiapan bahan  koordinasi dan pembinaan teknis
perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan
bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga,
kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan,
perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan
bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;

Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.



5. 5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh
Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan
sumber daya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas, Bidang Perekonomian dan Suberdaya Alam
mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan
Sumberdaya Alam;

b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah di bidang perekonomian dan sumberdaya alam;

c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang
Perekonomian dan Sumberdaya Alam;

d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
jangka  panjang, menengah, dan pendek bidang
perekonomian dan sumberdaya alam;

e. Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian
dan sumberdaya alam;

f. Penyiapan bahan musrenbang bidang perekonomian dan
sumberdaya alam;

g. Pelaksanaan  sinergitas dan  harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang perekonomian

dan sumberdaya alam;
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h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan
perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya
alam;

i. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Jabatan Fungsional pada Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam;

j- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Perekonomian

Kelompok Substansi Perekonomian dipimpin oleh Jabatan

Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan

Sumberdaya Alam.

Kelompok Substansi Perekonomian mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan bidang perekonomian. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Keloompok

Substansi Perekonomian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi
Perekonomian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi
dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang
perekonomian;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah jangka  panjang,
menengah, dan pendek bidang perekonomian;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang koperasi,
usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan,
penanaman modal dan perizinan, pariwisata serta sekretariat

daerah yang membidangi perekonomian;



e. Penyiapan bahan musrenbang terkait bidang perekonomian,;

f. Penyiapan bahan  sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah yang mengampu urusan bidang koperasi,
usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan,
penanaman modal dan perizinan, pariwisata, serta sekretariat
daerah bidang perekonomian;

g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang perekonomian;

h. Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
untuk prioritas nasional bidang perekonomian;

i. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis
perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian;

j- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan
Kelompok Substansi Perekonomian;

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

5.3. Kelompok Substansi Sumberdaya Alam

Kelompok Substansi Sumberdaya Alam dipimpin oleh Jabatan

Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan

Sumberdaya Alam.

Kelompok Substansi Sumberdaya Alam mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan bidang sumber daya alam. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok

Substansi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sumber Daya
Alam;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan Daerah di bidang sumber daya alam;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah,

dan pendek bidang sumber daya alam;



Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang mengampu urusan bidang lingkungan hidup,
pangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan sekretariat daerah
yang membidangi sumberdaya alam;

Penyiapan bahan musrenbang terkait bidang sumberdaya alam;
Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah yang mengampu urusan bidang bidang
lingkungan hidup, pangan pertanian, perikanan, kelautan, dan
sekretariat daerah yang membidangi sumberdaya alam;
Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang sumberdaya
alam;

Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional di bidang sumber daya alam;

Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan
kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang
bidang lingkungan hidup, pertanian, ketahanan pangan,
perikanan, kelautan, dan  sekretariat daerah bidang
sumberdaya alam;

Pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Kelompok
Substansi Sumber Daya Alam;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

6.1.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilyahan dipimpin oleh Kepala
Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:
Penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
jangka panjang, menengah, dan pendek bidang infrastruktur
dan kewilayahan;

Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan
kewilayahan;

Penyiapan bahan musrenbang bidang infrastruktur dan
kewilayahan;

Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/
Lembaga dan provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan
perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
fungsional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang

Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Infrastruktur



Kelompok Substansi Infrastruktur dipimpin oleh Jabatan

Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab Lkepada Kepala Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan.

Kelompok  Substansi Infrastruktur mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan bidang infrastruktur. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok

Substansi Infrastruktur mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi
Infrastruktur;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait
fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan
daerah di bidang infrastruktur;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah jangka panjang,
menengah, dan pendek bidang infrastruktur;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang
pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman;

e. Penyiapan bahan musrenbang terkait bidang infrastruktur ;

f. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah yang mengampu urusan bidang
pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman;

g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga dan  provinsi di bidang
infrastruktur;

h. Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
untuk prioritas nasional bidang infrastruktur;

i. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan

kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang
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pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman,;

j- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Kelompok Substansi Infrastruktur;

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan

Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan dipimpin oleh

Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan.

Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan mempunyai

tugas melaksanakan perencanaan bidang pengembangan

kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas Kelompok Substansi Pengembangan

Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi
Pengembangan Kewilayahan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan daerah di bidang pengembangan
kewilayahan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah jangka panjang,
menengah, dan pendek bidang pengembangan kewilayahan;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang
perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian,
kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang
membidangi pengadaan barang dan jasa;

e. Penyiapan bahan musrenbang terkait bidang

pengembangan kewilayahan ;



f. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah yang mengampu urusan bidang
perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian,
kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang
membidangi pengadaan barang dan jasa;

g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga dan  provinsi di bidang
pengembangan kewilayahan;

h. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan
kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang
perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian ,
kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang
membidangi pengadaan barang dan jasa;

i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan,;

j- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian

7.1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian dipimpin
oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi
penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan inovasi serta
pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang
Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja pada Bidan Penelitian
Pengembangan dan Pengendalian;

b. Perumusan kebijakan teknis penelitian pengembangan dan

pengendalian perencanaan pembangunan daerah;



Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang
Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
pemerintahan daerah;

Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;

Pelaksanaan koordinasi dan  sinkronisasi kegiatan
penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah;
Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
Pembinaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program kegiatan pembangunan daerah;

Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan dan
supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap
pencapaian tujuan;

Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan
daerah;

Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ);

Pelaksanaan analisis hasil evaluasi sebagai bahan
penyusunan laporan program dan kegiatan pembangunan
daerah;

Penyusunan hasil evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan program pembangunan daerah;

Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Jabatan Fungsional pada Bidang Penelitian Pengembangan
dan Pengendalian;

Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Penelitian

Pengembangan dan Pengendalian;



r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas Badan.

7.2. Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah
Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Daerah dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai

Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Pengendalian.

Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Untuk

melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud di atas

Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian
dan pengembangan serta kebijakan teknis tentang jenis,
prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah
yang bersifat inovatif;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian
kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan
inovasi dan teknologi;

e. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta
pelaksanaan pengkajian peraturan,;

f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan di
bidang penelitian dan pengembangan;

g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi
hasil-hasil kelitbangan;

h. Penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring penelitian

dan pengembangan;



i. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi
dan teknologi;

j- Pelaksanaan pendampingan inovasi Daerah;

k. Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penumbuhan
inovasi Daerah;

1. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Kelompok
Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

7.3. Kelompok Substansi Pengendalian dan  Evaluasi

Pendanaan APBD

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan

APBD dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai

Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Pengendalian.

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan

APBD mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah dengan pendanaan yang

bersumber dari APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas Kelompok Substansi Pengendalian dan

Evaluasi Pendanaan APBD mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan
pendanaan APBD;

c. Penyiapan bahan pengembangan system dan prosedur
pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
yang bersumber dari pendanaan APBD;

d. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas
capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan

pendanaan APBD;
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e. Pelaksanaan pemantauan dan supervise program kegiatan
yang bersumber dari APBD;

f. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan
pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan
tahunan pada program dan kegiatan yang bersumber APBD;

g. Penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah
sesuai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD;

h. Penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan
pembangunan daerah bersumber APBD;

i. Penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ);

j. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara
berjenjang;

k. Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah
yang bersumber dari APBD;

l. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian
dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari pendanaan
APBD;

m. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kkinerja
Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan
APBD;

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan

Keistimewaan dan Non APBD

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan

Keistimewaan dan Non APBD dipimpin oleh Jabatan Fungsional

Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Pengendalian.

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan

Keistimewaan dan Non APBD mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan



pendanaan keistimewaan dan non APBD. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi

Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non

APBD mempunyai fungsi::

. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi
Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan non
APBD ;

. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
penugasan urusan keistimewaan dan kegiatan pembangunan
yang bersumber dari non APBD;

. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur
pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan yang
bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;

. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan pendanaan
dari keistinewaan dan non APBD

. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi pelaksanaan program
kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan nonapbd,;
Pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan program
kegiatan secara berkala terhadap program dan kegiatan yang
bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;

. Penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai
program dan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan
dan non APBD;

. Penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan
pembangunan daerah bersumber dari dana keistimewaan dan
non APBD;

Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara
berjenjang;

Pelaksanaan identifikasi permasalahan pelaksanaan program
dan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan non

APBD;



k. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian
dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana
keistimewaan dan non APBD;

l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan
Keistimewaan dan non APBD;

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

8. JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi
yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional mempunyai
dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan
berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumberdaya Bappeda Kabupaten Bantul
2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bappeda
berdasarkan data kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul
pada tahun 2021, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara
(ASN) sebanyak 48 pegawai, yang terdiri dari 23 pegawai laki-
laki (46,94 %) dan 26 pegawai perempuan (54.17 dan pegawai
yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non
ASN) sebanyak 19 pegawai, yang terdiri dari 10 pegawai Non
ASN laki-laki (52,63 %) dan 9 pegawai Non ASN perempuan
(47,37 %). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN
pada Bappeda Kabupaten Bantul adalah sebanyak 68 pegawai.



Tabel 2.1

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenis Kelamian 2021

ASN NON ASN
Jenis Persentase Persentase Persentase Persentase
No . Jumlah terhadap Jumlah terhadap
Kelamin n terhadap - terhadap
(Pegawai) ASN (%) Seluruh (Pegawai) Non ASN (%) Seluruh
° Pegawai (%) °! | Pegawai (%)
Laki-Laki 23 46,94 33,82 10 52,63 14,49
Perempuan 26 53,06 38,24 9 47,37 13,23
Jumlah 49 19
Jumlah Seluruh
Pegawai 68

(ASN & Non ASN

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappeda didominasi

oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan
jumlah total sebanyak 42 orang (85,71 %). Sisanya berupa lulusan
SMP dan SMA sebanyak 7 orang (14,29 %). Sedangkan untuk pegawai
Non ASN, ada 15 orang (78,95 %) yang merupakan lulusan perguruan

tinggi, sisanya 4 orang (21,05 %) merupakan lulusan SMA/SMK.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Januari 2021

ASN NON ASN
) Persentase Persentase Persentase
No J enjang Jumlah Persentase | terhadap Jumlah terhadap terhadap
Pendidikan (Pegawai) terhadap Seluruh (Pegawai) | Non ASN Seluruh
ASN (%) Pegawai (%) Pegawai
(%) (%)
Perguruan 42 85,71 61,76 15 78,95 22,06
Tinggi
S2 17 34,69 25,00 - - -
S1 18 36,73 26,47 13 68,42 19,11
D3 6 12,24 8,82 2 10,53 2,94
D1 1 2,04 1,47 - - -
Bukan
Perguruan 7 14,29 10,29 4 21,05 5,88
Tinggi
SMA/SMK 6 12,24 8,82 4 21,05 5,88
SMP 1 2,04 1,47 - - -




ASN NON ASN
) Persentase Persentase Persentase

No . J enjang Jumlah Persentase | terhadap Jumlah et terhadap

endidikan (Pegawai) terhadap Seluruh (Pegawai) | Non ASN Seluruh

g ASN (%) Pegawai g o Pegawai

(%) g (%)
Jumlah 49 100 72,05 19 100 27,94
Jumlah Seluruh
Pegawai 68

(ASN & Non ASN

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang,
dari 49 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 14
pegawai (28,57 %), golongan III sebanyak 28 pegawai (57,14 %),
dan golongan Il sebanyak 7 pegawai (14,29 %), dimana secara
detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021
Berdasarkan Golongan / Ruang

No Golongan / Jumlah Persentase terhadap
Ruang (Pegawai) Pegawai ASN (%)
1 Golongan IV 14 28,57
IV/c 1 2,08
IV/b 1 -
IV/a 12 25
2 Golongan III 28 57,14
1I/d 3 6,25
Il/c 9 18,75
I/b 5 10,42
IIl/a 11 22,92
3 Golongan II 7 14,29
I1/d - -
II/c 5 10,42
II/b 2 4,17
II/a - -
Jumlah 49 100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 48 pegawai ASN
terdapat 1 pegawai (2,04 %) yang menduduki eselon II, 5 pegawai
(10,20 %) yang menduduki eselon III, 13 pegawai (26,53 %) yang
menduduki eselon IV, 8 pegawai (16,33 %) yang termasuk dalam
kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 22 pegawai (44,90 %)
yang termasuk dalam abatan fungsional umum, dimana secara

detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.




Tabel 2.4

Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang Menduduki

Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No Jabatan Jumlah Pegawai Persentase terhadap
Pegawai ASN (%)
1 Eselon II 1 2,04
2 Eselon III 5 10,20
3 Eselon IV 13 26,53
4 Jabatan Fungsional 8 16,33
Tertentu
5 Jabatan Fungsional Umum 22 44,90

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Dari 6 pegawai yang termasuk dalam kelompok Jabatan
Fungsional Tertentu tersebut di atas, 5 orang (62,5%) memiliki
Jabatan Fungsional Perencana, 2 orang (25%) memiliki Jabatan
Fungsional Pranata Komputer, serta 1 orang (12,5 %) memiliki
Jabatan Fungsional Arsiparis.
Berdasarkan Lampiran [ Peraturan Bupati Bantul Nomor

160 Tahun 2020 Tentang Formasi Dan Analisis Jabatan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, SDM yang ada di
Bappeda Kabupaten Bantul masih belum tercukupi seperti:
a. Tenaga teknis (Jabatan fungsional) yaitu:

e Masih kurangnya jabatan fungsional perencana;

e Masih kurangnya jabatan pranata computer baik tingkat

terampil dan tingkat ahli;

e Belum adanya jabatan peneliti.
b. Tenaga managerial (Sekretariat dan Bidang)

e Masih kurangnya staf pada sebagian subag dan subid,;
Dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional
perencana, Bappeda Kabupaten Bantul telah mengirimkan
personil mengikuti diklat-diklat perencanaan sebagai syarat
pengangkatan pejabat fungsional perencana. Untuk meningkatkan
kompetensi SDM disediakan anggaran untuk pengiriman
diklat/bimtek sesuai tupoksi. Setiap tahun Bappeda Kabupaten

Bantul mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait



dengan kebijakan rekruitmen pegawai maka pemenuhan
kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu
adanya penambahan pegawai, sampai saat ini, untuk membantu
pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bantul
mengupayakan penambahan tenaga non ASN atau Tenaga Ahli
yang penempatannya disesuaikan dengan pelaksanaan program

kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bantul.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana/Aset

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda pada dasarnya telah
memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan dan kelancaran tugas.
Bappeda telah menempati satu gedung tersendiri yang terdiri atas
tiga lantai, termasuk di dalamnya adalah satu ruang pertemuan
yang cukup representatif. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang
telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC maupun
laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta asesorisnya.

Untuk  menunjang  operasionalisasi

pekerjaan, Bappeda

memperoleh beberapa kendaraan roda empat dan belasan
kendaraan roda dua. Data seluruh aset yang dimiliki Bappeda

dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5.
Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Bappeda Kabupaten Bantul
Tahun 2021
Jenis Peralatan Jumlah Keterangan
Alat Alat Angkutan Kendaraan roda 2 29 unit Baik
dan roda 4
Sepeda 3 unit Baik
Alat kantor dan 543 unit Baik
rumah tangga
2 unit Rusak (diusulkan
penghapusan tahun 2022)
Alat studio dan alat 24 unit Baik
komunikasi
3 unit Rusak (diusulkan
penghapusan tahun 2022)
Bangunan gedung 1 unit Baik
Buku perpustakaan 10 jenis Baik

Sumber: Subbag Aset dan Keuangan Bappeda Kabupaten Bantul, 2021




Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk
mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang
kinerja Bappeda Kabupaten Bantul. Untuk menjaga kualitas dan
performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu
dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan
(rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang
telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi

secara optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul
2.3.1 Kinerja Pelayanan
Kinerja Pelayanan Bappeda merupakan capaian kinerja
pelayanan Bappeda dari tahun 2016 sampai 2021, secara rinci pada

tabel berikut:



Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Bantul

Tabel 2.6.

No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target (%)

Realisasi (%)

Rasio Capaian

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018 2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Persentase
Rata-rata
Pencapaian
Sasaran
Daerah

94,5

94,35

94,5 | 94,75

94,9

95

NA

94,63

105,46 | 107,31

98,77

95*

NA

100,30

111,60

113,26

104,08

100*

Persentase
Rata-rata
Pencapaian
Target
Kinerja PD

89,43

90

90,4 | 90,75

91,1

91,5

90

95,88

96,34 | 90,75

98,81

91,5*

100,64

106,53

106,57

100,00

108,46

100*

Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Kab. Bntul Tahun 2016-2020, 2021
Ket.: *realisasi tahun 2021 disamakan dengan target




Tabel 2.7.
Pencapaian Indikator Program Bappeda Kabupaten Bantul

TARGET REALISASI RASIO CAPAIAN (%)
No | PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Program Persentase
eng embanea ketersediaan data
fl g 8% | dan informasi 80 90 90 95 100 80 90 90 95 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100
data/informasi perencanaan
(persen)
Program Keselarasan
perencanaan | program RPJMD | o, 5 | g¢ 100 100 100 94,05 | 96 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100
pembangunan | dengan RKPD
daerah (persen)
Persentase
Program capaian program
Pengendalian | daerah di RKPD 91 92 93 93,5 94 91 92 93 | 93,5 | 94 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Perencanaan dengan predikat
Pembangunan | kinerja baik
Daerah (Persen)
Persentase - - - - - - - - - - - - - -
ketersediaan data
dan informasi - 100 100* 100*
perencanaan
PROGRAM (persen)
PERENCANAA - - - - - - - - - - - - - -
N Keselarasan
PENGENDALI | Program KIVMD ; 100 100* 100*
AN DAN (erien)
EVAUASI b
PEMBANGUNA Persentase - - - - - - - - - - - - - -
N DAERAH capaian program
daerah di RKPD . .
dengan predikat ) 94,5 94,5 100
kinerja baik
(Persen)
Persentase
Program .
erencanaan capalan sasaran
p daerah bidang 90 90 100 100 100 90 90 100 | 100 100 100 100 100 100 100
pembangunan
ckonomi pembangunan
ekonomi (persen)




N PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI RASIO CAPAIAN (%)
o
PROGRAM 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Persentase
Program .
erencanaan capaian sasaran
Is)osial dan daerah bidang 90 90 100 100 100 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100
budava sosial budaya
Y (Persen)
Persentase
Program .
erancanaan capaian sasaran
prasarana daerah bidang
pr prasarana 90 90 100 100 100 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100
wilayah dan .
wilayah dan
sumber daya
sumber daya
alam
alam (Persen)
Persentase i i i i i i i i i i i i i i i
capaian sasaran
daerah bidang 100 100* 100*
pembangunan
PROGRAM ekonomi (persen)
KOORDINASI Persentase - - - - - - - - - - - - - - -
DAN capaian sasaran
SINKRONISASI | daerah bidang 100 100* 100*
PERENCANAA | sosial budaya
N (Persen)
PEMBANGUNA | Persentase - - - - - - - - - - - - - - -
N DAERAH capaian sasaran
daerah bidang
prasarana 100 100* 100*
wilayah dan
sumber daya
alam (Persen)
Program Nilai Pelaporan
Peningkatan dalam hasil
Akuntabilitas | evaluasi =~ atas | 4 | Ny | NA | 12,5 | 13 NA | NA | NA | NA | 125 | 13 | NA | NA | NA | NA | 100 | 100
Sistem Kinerja | akuntabilitas
Pemerintah kinerja
Daerah kabupaten (Nilai)
Program Persentase
Penguatan | IPTERMAS = yang | 5 78 78 78 | 78,5 75 | 78 | 78 | 78 | 785 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Sistem Inovasi | diterapkan pada
Daerah masyarakat




o | PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI RASIO CAPAIAN (%)
PROGRAM 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(Persen)
Persentase
Program kerjasama yang 86.67
Kerjasama mendukung 66,56 | 73,73 | 75,33 80 80 86,67 | 66,56 | 73,73 | 75,33 80 80 . 100 100 100 100 100
Pembangunan | sasaran strategis
daerah (Persen)
PROGRAM Persentase i i ) ) ) ) ) ) i i i i i i i
PENELITIAN IPTEKMAS yang
DAN diterapkan pada 78,5 78,5*% 100*
PENGEMBAN masyarakat
GAN DAERAH | (Persen
PROGRAM - - - - - - - - - - - - - - -
PENYELENGG | Persentase
ARAAN Perencanaan dan
KEISTIMEWAA | Pengendalian
N URUSAN Urusan 75 75% 100*
KELEMBAGAA | Keistimewaan
N DAN yang Berkualitas
KETATALAKSA | (Persen)
NAAN

Sumber: Monev Kegiatan aplikasi Esakip ROPK, 2021
Ket.: *realisasi tahun 2021 disamakan dengan target




Tabel 2.8.
Pencapaian Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bantul

N Indikator Kegiatan/Sub Target Realisasi Rasio Capaian (%)
° Kegiatan
2016 | 2017 (2018 (2019 (2020 | 2021 (2016 |2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (2016 | 2017|2018 | 2019 | 2020 |2021
Data perekonomian 9 6 100
Profil daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
Data IPM 1 1 100
SIPD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
SK Bupati 1 1 100
Dokumen LKPJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
aplikasi pengelolaan data - - - - - - -
potensi daerah 1 1 100
aplikasi pengelolaan - - - - - - -
produk unggulan daerah 1 1 100
Laporan analisis dan olah - - - - - - - -
data informasi 1 1 100
perencanaan
Dokumen pengendalian - - - -
dan evaluasi pelaksanaan 1 1 100
RKPD
Verifikasi Renja RKPD 28 B - B B 28 100
Pemeliharaan SIM (SIM) 1 1 B - B B 1 1 - - B - 100 100
Konsinyering 1 1 - - - - 1 1 - - - - 100 100
Perencanaan
RKPD 2018, Perubahan - - - - - - - -
RKPD 2017, KUA PPAS 4 1 100

2018 dan KUPA PPAS
2017




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

RKPD 2019, Perubahan
RKPD 2018, KUA PPAS
2019 dan KUPA PPAS
2018

100

SIM Pengembangan
Perencanaan

100

Dokumen review RPJMD

100

Dokumen Rencana Kerja
SKPD

100

Jasa Konsultansi
Perencanaan Perorangan

60

54

100

Konsinyering verifikasi

renja 2019

100

Jumlah peserta
konsinyering perubahan
renja perangkat daerah
tahun 2019

90

90

100

Cetak himpunan
dokumen renja 2019

10

10

100

Jumlah peserta Bintek
Penyusunan Renstra

60

65

100

Jumlah peserta FGD
Integrasi Perencanaan
Sektoral dan
Kewilayahan

45

30

100

Jumlah peserta
deseminasi SIM
Terintegrasi

60

60

100

Jumlah peserta FGD
Bantul Sehat

45

30

100




N Indikator Kegiatan/Sub Target Realisasi Rasio Capaian (%)
° Kegiatan
2016 | 2017 |2018 |2019 [2020 | 2021 |2016 (2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 {2016 | 2017|2018 | 2019 | 2020 | 2021
Cetak himpunan - - - - - - - - - - - - - - -
dokumen renja 10 10 100
perubahan tahun 2018
Jumlah peserta FGD - - - - - - - - - - - - - - -
Bantul Cerdas 45 30 100
Cetak himpunan - - - - - - - - - - - - - - -
dokumen renstra 10 10 100
perubahan
Jumlah peserta Bintek E- - - 60 - - - - - 45 - - - - - 100 - - -
Proposal
Jumlah Peserta - - - - - - - - - - - - - - -
FGDBantul Sejahtera 45 30 100
Jumlah peserta 31ntek - - 60 - - - - - 60 - - - - - 100 - - -
Penyusunan Renja
Workshop perencanaan - - - - - - - - - - - - - - -
pembangunan melalui 70 70 100
dana keistimewaan
Tersusunnya Renstra - - - - - - - - - - - - - - -
OPD sesuai dengan 54 49 100
RPJMD
Tersusunnya Renja OPD - - - - - - - - - - - - - - -
Sesuai dengan RKPD o4 o4 100
Sosialisasi Perda RPJMD - - - - - - - - - - - - - - -
2016-2021 1 1 100
Dokumen Perubahan - - - - - - - - - - - - - - -
RPJMD 2016-2021 1 1 100
Dokumen Studi - - - - - - - - - - - - - - -
Kebutuhan Air Bgrs1h di 1 1 100
Kawasan Industri
Piyungan




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sosialiasasi Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017

100

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah

100

Jumlah Musrenbang
Kabupaten Tahun 2020

100

Jumlah Konsiyering
Perencanaan 2020

100

Jumlah perbup Sepak@t

100

Jumlah Bimtek E-
Planning Aplikasi
SEPAK@T

100

Jumlah peserta Bintek
Simlaras

40

40

100

Jumlah dokumen
Rancangan Renja
Terverifikasi

45

45

100

Jumlah Peserta
Konsinyering
Penyyusunan Renja PD

90

82

100

Jumlah peserta Bintek E-
Proposal

40

40

100

JUmlah Dokumen Kajian
Perencanaan
Pembangunan

100

Juknis Perencanaan
Pembangunan
Kewilayahan

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

Jumlah peserta Bimtek
Perencanaan
Pembangunan
Kewilayahan

190

177

100

Jumlah peserta
sosialisasi hasil
pemetaan pembangunan
kewilayahan

190

190

100

Dokumen pemetaan
pembangunan
kewilayahan

100

Dokumen Usulan
Perencanaan
Pembangunan
Kewilayahan

17

17

100

Penyusunan Rancangan
Perubahan RKPD 2020

100

Penyusunan Rancangan
Teknokratik RPJMD
2021-2026

100

Penyusunan Rancangan
RKPD 2021

100

Rencana Kegiatan DAK
yang sudah disetujui oleh
pusat

100

Dokumen hasil
pendampingan
penyusunan program
kegiatan Perangkat
Daerah

100

Rancangan Perubahan
Renja PD terverifikasi

45

45

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rancangan Renja PD
terverifikasi

45

45

100

Dokumen hasil
pendampingan
penyusunan program
kegiatan Perangkat
Daerah

100

Usulan prioritas
perencanaan
pembangunan
kewilayahan kecamatan

17

17

100

Usulan prioritas
perencanaan
pembangunan
kewilayahan desa

75

75

100

Usulan prioritas
perencanaan
pembangunan
kewilayahan desa

100

Usulan prioritas
perencanaan
pembangunan
kewilayahan
kecamatan

100

Berita Acara Konsultasi
Publik RKPD 2022

100

Berita Acara Konsultasi
Publik RPJ IvlD 2021 -
2024

100

Berita acara Musrenbang
Kab Bantul Tahun 2022

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

Dokumen Perubahan
RKPD
fahun 2021

100

Dokumen RKPD Tahun
2022

100

Dokumen RPJMD 2021-
2026

100

Laporan analisis dan olah
data penganggaran

100

Rancangan Akhir
Perubahan
RenJa PD terverifikasi

45

45

100

Rancangan Akhir Renja
PD
terverifikasi

45

45

100

Rancangan Akhir Renstra
PD
terverifikasi

45

45

100

Rancangan Renja PD
terverifikasi

45

45

100

Rancangan Renstra PD
terverifikasi

45

45

100

Rencana Kegiatan DAK
final

100

Berita Acara Hasil Forum
Lintas PD

100

Dokumen RDKP

100

Pengendalian inflasi

100

Pengembangan ekonomi
lokal

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018

2019

2020

2021

Pelatihan kegiatan
Peningkatan pengelolaan
Irigasi (WISMP)

100

Pelatihan
Pendampingan
Peningkatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
(WISMP)

kegiatan

100

Dokumen Hasil Kajian
Pengembangan Irigasi
Partisipatif

100

Pelatihan dan
Penyusunan PSETK

10

10

100

Masterplan OB Ki Ageng
Mangir Sendangsari

100

Dokumen studi Evaluasi
Pelaksanaan PAS

100

Masterplan OB Watu
Goyang, Cempluk,
Mangunan

100

Masterplan OB Lemah
Rubuh Kedungmiri
Selopamioro

100

Workshop PEL

100

Masterplan Watu Mabur
Mangunan

100

Jumlah Studi
Perencanaan
pembangunan
duniausaha dan industri

100

Jumlah Usulan Renja
OPD yang terverifikasi

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

Jumlah Pelaksanaan
Workshop Pengembangan
Ekonomi Lokal (PEL)

2

100

Jumlah Studi
Perencanaan Ketahanan
Pangan dan Sumber
Daya Alam

100

Jumlah Penguatan
Kelembagaan GP3A/IP3A
(17 GP3A)

17

17

100

Laporan pengembangan
ekonomi lokal

100

DokumenPerencanaan
KPSDA (KLHS RPJMD
Tahun 2021-2026)

100

Laporan Rendal Monev
BKO KPSDA

100

Dokumen Kajian
Perencanaan
Pembangunan Pertanian

100

Feasibility Study
Kawasan

Peruntukan Industri (KP])
Sedayu - Pajangan

100

Laporan Hasil Analisis
Ekonomi lvlakro
Kabupaten

Bantul

100

Laporan Hasil Analisis
Fiskal
Kabupaten Bantul

100

Dokumen Pengelolaan
Kompensasi Dampak
Negatif

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

(KDN) TPST/TPA
Piyungan

Laporan analisis dan olah
data sinergitas dan
harmonisasi perencanaan
bidang SDA

100

Laporan Hasil
Perencanaan
Ketahanan Pangan dan
Sumber Daya Alam

100

Hasil monitoring dan
evaluasi

100

Dokumen
Perencanaan/Indikator/S
tudi

100

Dokumen laporan
pemberdayaan
masyarakat

100

Dokumen monev SDGs

100 100

100

Laporan TKPK

100

Dokumen Indonesia
Governance Index (IGI)

100 100

100

Grand Design
Pembangunan
Kependudukan

Laporan kegiatan bidang
perencanaan
pembangunan
pemerintahan

100

jumlah laporan kajian
pengembangan
kelembagaan PAS dan

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

KLA/gender

jumlah laporan strategi
penanggulangan
kemiskinan daerah
(SPKD)

100

jumlah laporan
pembangunan
pemberdayaan
masyarakat

100

Jumlah laporan program
penanggulangan
kemiskinan daerah

100

Jumlah dokumen RAD
Germas

100

Jumlah Dokumen
Laporan Subbid Kesra

100

Jumlah Dokumen
Evaluasi RAD Pangan
dan Glzi

100 100

100

Jumlah dokumen RAD
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
(TPB)/SDG's

100

Tersusunnya dokumen
laporan pelaksanaan
kegiatan

100

Tersusunnya dokumen
RAD Kependudukan

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Draf Peraturan Bupati
(Perbup) tindaklanjut
Perda Penanggulangan
Kemiskinan No.6 Tahun
2017

100

Buletin Pemberdayaan
Masyarakat

100

100

Laporan Kajian Pemetaan
Penerima Manfaat Boga
Saras

100

Laporan Kajian (Minat &
Bakat Warga Miskin, dan
PMTAS)

100

Kajian Pengembangan
Layanan Kesehatan
Masyarakat Pasca
Kebijakan Rujukan
Berjenjang BPJS

100

Tersusunnya dokumen
kajian budaya kesehatan
ibu dan anak

100

Tersusunnya laporan
Monev SDG's

100

100

Tersusunnya laporan
Monev Kesra

100

Dokumen Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan (Dokumen
Rencana Efisiensi Kinerja
Pemerintahan Daerah &
Dokumen Rencana
Pelayanan Pintar)

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Laporan Kajian
(Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Sosial
Masyarakat &
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Kebudayaan)

100

Buku TKPK

105

1050

1049

1050

99,9

100

Laporan Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(LP2KD)

100

100

100

Penerbitan buletin
"Gumregah"

150

150

100

Laporan Evaluasi Pangan
dan Gizi

100

Laporan Kegiatan
Perencanaan
Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat

100

Laporan Kabupaten
Sehat

100

100

100

100

100

Laporan analisis dan olah
data perencanaan
pembangunan manusia

100

Laporan analisis dan olah
data perencanaan
pemberdayaan
masyarakat

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

Laporan analisis dan olah
data perencanaan
pemerintahan

100

Laporan perencanaan
pembangunan
pemerintahan

100

Dokumen studi
perencanaan sarpaswil

100

Dokumen indeks
kepuasan layanan
masyarakat terhadap
infrastruktur

100

Pengendalian
pemanfaatan ruang

100

Jumlah dokumen data
dasar perencanaan
ekonomi & sarpras

100

Jumlah
masterplan
pengembangan Kawasan
Sunan Geseng Piyungan

dokumen

100

Dokumen master plan
kawasan sesar Opak
Bukit Mengger Trimulyo,
Kecamatan Jetis

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Kali Opak
Singosaren Wukirsari

100

Jumlah dokumen
masterplan perempatan
Jalan Parangtritis
(ringroad)

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

Jumlah dokumen master
plan kawasan Desa
Wisata Bukit Bucu
Srimartani, Piyungan

100

Studi
pendataan
kumuh di KPY

penyusunan
kawasan

100

Perumusan
Insentif

Dokumen
Kebijakan
Disinsentif LPPB

100

Studi kebutuhan sanitasi
& air limbah di wilayah
APY

100

Jumlah dokumen
masterplan penataan
pedestrian desa wisata
kasongan

100

Jumlah dokumen
masterplan
pengembangan

pariwisata pantai selatan

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Bantaran
Kali Gawe Srimartani,
Piyungan

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Islamic
Center Kabupaten Bantul

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Gunung
Wangi Srimulyo,
Piyungan

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah dokumen Monev
kesesuaian pemanfaatan
ruang dengan RTRW

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Taman
Glugut, Wonokromo,
Pleret

100

Jumlah dokumen data
dasar perencanaan
ekonomi & sarpras

100

Jumlah dokumen
masterplan
pengembangan Kawasan
Sunan Geseng Piyungan

100

Dokumen master plan
kawasan sesar Opak
Bukit Mengger Trimulyo,
Kecamatan Jetis

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Kali Opak
Singosaren Wukirsari

100

Jumlah dokumen
masterplan perempatan
Jalan Parangtritis
(ringroad)

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Desa
Wisata Bukit Bucu
Srimartani, Piyungan

100

Studi penyusunan
pendataan kawasan

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

kumuh di KPY

Perumusan
Insentif

Dokumen
Kebijakan
Disinsentif LPPB

100

Studi kebutuhan sanitasi
& air limbah di wilayah
APY

100

Jumlah dokumen
masterplan penataan
pedestrian desa wisata
kasongan

100

Jumlah
masterplan
pengembangan
pariwisata pantai selatan

dokumen

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Bantaran
Kali Gawe Srimartani,
Piyungan

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Islamic
Center Kabupaten Bantul

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Gunung
Wangi Srimulyo,
Piyungan

100

Jumlah dokumen Monev
kesesuaian pemanfaatan
ruang dengan RTRW

100

Jumlah dokumen master
plan kawasan Taman
Glugut, Wonokromo,

100




N Indikator Kegiatan/Sub Target Realisasi Rasio Capaian (%)
° Kegiatan

2016 | 2017 |2018 |2019 [2020 | 2021 |2016 (2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 {2016 | 2017|2018 | 2019 | 2020 | 2021
Pleret
Jumlah Studi
Perencanaan
pembangunan tataruang 10 10 100
dan pengembangan
wilayah
Dokumen FS Underpas

1 0] 0]

Sedayu
Laporan Koordinasi
Rendal Monev TRPW 1 0 100
Laporan hasil dan olah
data
s1nerg1tgs . dan 1 1 100
harmonisasi
perencanaan bidang
kewilayahan
Laporan hasil
perencanaan
pembangunan bidang 1 1 100
infrastruktur dan
kewilayahan
Jumlah  pendampingan
penguatan akuntabilitas 1 1 1 1 100 100
kinerja
Jumlah fasilitasi evaluasi
kinerja PD 4 4 100
Jumlah peserta
sosialisasi peraturan 70 0 0
perundangan
Jumlah Laporan Kinerja
Kabupaten Bantul 1 1 1 1 1 1 100 100 100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

Jumlah dokumen RKT
Kabupaten

100

Jumlah dokumen PK

Kabupaten

100 100

100

Penyerahan hasil

Evaluasi Kinerja PD

100

100

dalam
atas
kinerja

Nilai pelaporan
hasil evaluasi
akuntabilitas
kabupaten

13

12

100

4 edisi jurnal riset
daerah, implementasi
roadmap SIDA tahun
pertama, pembuatan SK
Bupai tim SIDa,

implementasi IPTEK

100

Partisipasi Lomba IPTEK

100

Penerbitan Jurnal Riset
Daerah (JRD)

100 100 100

100

Implementasi Roadmap
Sistem Inovasi Daerah

100

koordinasi
road map

jumlah
implementasi
sida

17

15

100 100

Pengembangan teknologi
kerjasama dengan
perguruan tinggi

100

Laporan analisis dan olah
data inovasi daerah

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018 | 2019 | 2020

2021

Koordinasi, fasilitasi dan
monev pengabdian
masyarakat yang
dilaksanakan perguruan
tinggi.

100

Fasilitasi/koordinasikan
pemberian CSR dari
lembaga

100

Koordinasi kegiatan
penelitian dan
pengembangan serta
kerjasama dengan
perguruan tinggi.

100 100

100

Dokumen studi

100

Pelayanan perijinan
penelitian, KKN dan PKL

3000 | 4000

800

100

3652 2580

218

100

122 65 27

100

Pemberian penghargaan
CSR

45

45

100

Koordinasi, fasilitasi dan
monev pengabdian
kepada masyarakat yang
dilaksanakan perguruan
tinggi

12

100

jumlah dokumen CSR
membangun Bantul

100 100

100

jumlah koordinasi,
fasilitasi dan monev
pengabdian masyarakat
yang dilaksanakan oleh
perguruan tinggi

12

10

100




No

Indikator Kegiatan/Sub
Kegiatan

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2016

2017

2018 |2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017|2018

2019

2020

2021

Jumlah
studi/kajian/penelitian
pembangunan

3

100

Laporan analisis dan olah
data kerjasama
pengembangan teknologi

100

Persentase capaian
kinerja Pengendalian,
monitoring dan evaluasi
perencanaan
pembangunan daerah (%)

Laporan Pelaksanaan
DAK

100

100

100

100

100

Rapat Koordinasi
Pengendalian

100

100

150

Monev Program Kegiatan

100

100

Bimbingan Teknis ROPK

100

100

Dokumen evaluasi hasil
RPJMD

—_— == =

—_ == B

—_ == =

[ Y P N

100

100

100

100

100

Dokumen Evaluasi Hasil
RKPD

N
N

100

100

100

100

jumlah Bimtek Sepakat

1

100

Sumber: Monev Kegiatan di aplikasi Esakip ROPK, 2021




a. Sesuai pencapaian IKU Bappeda tahun 2016-2021 yang disajikan pada
tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2016 Bappeda menyusun Renstra baru yaitu Renstra

2016-2021 sehingga untuk target dan capaian indikator persentase
pencapaian rata-rata sasaran daerah NA karena masih menggunakan
indikator di renstra 2011-2016.
Tahun 2017 sampai 2020 IKU Bappeda memenuhi target, sedangkan
tahun 2021 diasumsikan capaian sama dengan target karena masih
berjalan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2021;

2. IKU Bappeda yang dapat memenuhi target adalah:

a. Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah

b. Persentase rata-rata pencapaian target kinerja PD

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa

hal sebagai berikut:

a. Koordinasi intensif yang dilakukan dari tahap perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring;

b. Pengendalian hasil renja di setiap triwulan;

c. Dilakukan desk atau laporan hasil renja perangkat daerah;

d. Pemantauan capaian kinerja lewat aplikasi esakip.

Meskipun IKU tercapai setiap tahunnya namun tentunya ada faktor

penghambat, yaitu:

a. Manajemen waktu,;

b. Profesionalitas ASN perlu ditingkatkan;

c. Kelengkapan dan kualitas data;

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Bappeda

tahun 2016-2021 tersebut, maka strategi/langkah-langkah yang perlu

dilakukan di tahun berikutnya supaya seluruh IKU yang telah

ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyusunan indikator kegiatan sesuai dengan
perencanaan;

2. Dilakukan koordinasi dan desk di setiap tahapan perencanaan;

3. Memastikan rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK)
sesuai dengan aliran kas;

4. Dilakukan penilaian kinerja perangkat daerah di setiap akhir
triwulan;

5. Meningkatkan peran forum data;

6. Meningkatkan kualitas input, proses dan output kegiatan.



b. Untuk pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan selama
tahun 2016-2020 hampir semua dapat dilaksanakan sesuai target yang
telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi disamakan
dengan target karena masih berjalan sampai akhir tahun. Namun untuk
perizinan penelitian, PKL dan KKN sejak tahun 2019 tidak tercapai
sesuai target karena adanya aturan baru perubahan perbup yang semula
izin PKL ada di Bappeda dialihkan ke PD penerima PKL berdasarkan
Perbup Nomor 134 tahun 2018 tentang Perubahan Perbup Nomor 108
tahun 2017 tentang Izin Penelitian KKN dan PKL. Jumlah monev KKN
dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama daerah
tidak memenuhi target karena adanya pendemi covid-19 Adapun faktor

yang mendorong tercapainya target program dan kegiatan adalah :

Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target

yang telah ditentukan

Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan
pendanaan yang memadai

- Kerjasama dan dukungan dari berbagai stakeholders

2.3.2 Kinerja Keuangan
Anggaran dan realisasi pendanaan Bappeda Kabupaten Bantul

pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda

Anggaran pada tahun

Realisasi anggaran pada tahun

Rasio antara realisasi dan

Rata-rata

Uraian anggaran pada tahun Pertumbuhan (%)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021 |2016/2017 2018|2019 | 2020 (2021| Anggaran Realisasi
Belanja 3.387.4 | 3-234. | 3.183. | 3.226. | 3.476. 3.265. | 3.032. | 3.068. | 2.860. | 2.722. 96, | 93, (96, | oo o | wg
Tidak 45900 | 150-0 | 305.70 | 702.77 | 702.7 420.7 | 529.5 | 107.0 | 309.4 | 051.94 40 | 77 | 38 | 0’ | oo -19,40% | -23,51%
Langsung ' 00 8 9 77 14 37 80 65 9 % | % | % ° °
. 3.234. | 3.183. | 3.226.7 | 3.476. 3.265. | 3.032. | 3.068. | 2.860. 96, | 93, | 96,
Delanja | 33874 | 150.0 | 305.70 | 02779, | 702.77 420.71 | 529.53 | 107.08 | 309.46 | 220 a0 | 77 | 38 | 50| 7B2 -19,40% | -23,51%
peg : 00 8 34 7 4 7 0 5 : % | % | % ° °
. 8.537. | 10.659 | 9.717. | 3.712. 6.179. | 7.723. | 9.569. | 8.917. | 3.500. 79, | 90, | 89,
f::la‘;’:n 77520 | 441.0 | .993.0 | 282.00 | 540.8 850.3 | 158.9 | 876.0 | 046.4 | 964.95 71 | 46 | 77 | T | 0% 27,13% | -23,71%
gsung : 00 00 ) 80 87 24 78 82 6 % | % | % ° °
. 971.0 92, | 92, [ 94
Belanja 735.80 878.38 | 890.66 | 728.84 830.55 | 846.13 | 712.19 ’ ’ | 95,0 | 97,7
. 10.00 677.92 | 899.83 13 | 67 | 55 | g -18,87% | -17,78%
Pegawai 5.000 0 5.000 | 0.000 | 0.000 9.000 | 5000 | 5000 | 5.000 | 5.000 o | o | op | 0% | 2%
Belanja s ega1 | 0360 | 8.266. | o oo | 2474, 4.406. | 5.677. | 7.403. | 7.300. | 2.288.8 77,1789, 189, [ g1 0 904 ) )
Barang 27000 | 306:0 | 70450 | TO | 775,57 559.11 | 329.33 | 930.77 | 303.06 | 44.651, 52 | 26 | 56 | by | go, -26,03% | -22,14%
dan Jasa ' 00 0 : 5 9 1 8 2 40 % | % | %
. 1.206. | 1.514. 1.095. | 1.145. | 1.335. 82, | 95, | 88
Belanja 1.332.6 795.85 | 508.92 761.60 | 508.92 ’ ’ | 95,7 | 99,4 . .
Mool 50000 | 1250 | 90350 | (T N 362.26 | 994.59 | 390.30 | ', 000 | Lo 19 | 01 |15 | | oy -33,48% | -31,00%
00 0 8 3 0 % | % | %
Belanja 11.108. 11.108.5 10
Operasi 588.603 88.603 0%
Belanja 6.280.17 6.280.17 10
Pegawai 6.033 6.033 0%
gelama 4.828.41 4.828.41 10
arang 2.570 2.570 0%
dan Jasa
Belanja 57.824. 57.824.0 10
Modal 000 00 0%
Belanja
Modal 56.624.0 56.624.0 10
Peralatan 00 00 0%
dan Mesin
Belanja
Modal Aset 1.200.00 1.200.00 10
Tetap 0 0 0%
Lainnya

Sumber: CALK Bappeda Kabupaten Bnatul Tahun 2016-2020, DPA Bappeda Tahun 2021, 2021
Ket: realisasi tahun 2021 disamakan dengan target




2.4

Angaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021
menunjukkan beberapa perubahan yang fluktuatif terutama didalam
realisasi keuangan. Fluktuasi target dan realisasi anggaran terutama
terjadi tahun 2020 karena adanya refocusing anggaran untuk

penanganan pendemi Covid-19.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tantangan Bappeda

dalam pengembangan pelayan perangkat daerah pada lima tahun

mendatang adalah sebagai berikut :

1. Komnsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan dalam proses
politik;

2. Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang
pesat;
Kerjasama belum searah dengan RPJMD;
Adanya perubahan kebijakan menyebabkan tertundanya dalam
penyelesaian proses perencanaan.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Kabupaten Bantul

dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan

antara lain:

1. Kekuatan lobi dalam politik untuk mendukung proses penyusunan
perencanaan;

2. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk
mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam penyusunan
perencanaan;

4. Momentum untuk merubah sistem dengan adanya perubahan

kebijakan



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan
daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep
penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan ke depan dengan
mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul dan memperhatikan aspirasi dan
kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Peningkatan kualitas perencanaan menjadi salah satu fokus
utama dalam kelembagaan Bappeda untuk dapat menjawab berbagai
permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil
penilaian SAKIP Tahun 2020 baik tingkat Kabupaten maupun tingkat
Perangkat Daerah pada  komponen perencanaan masih belum
optimal dari nilai maksimal 30. Adapun capaian nilai tersebut adalah
a. Kabupaten Bantul mencapai nilai 26,05;
b. PD Bappeda Kab Bantul mencapai nilai 27,31
Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan litbang
karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal,
yaitu:
a. Faktor internal antara lain:
1. Man
- Tingkat kecukupan SDM
v Teknis (Jabatan Fungsional) — teknis perencanaan,
teknis pengendalian, teknis kelitbangan /peneiti
v’ Managerial — Sekretariat dan bidang (structural, staf,
dan teknis) — dibantu oleh non ASN
Kekuatan: adanya SDM yang relative cukup banyak



Kelemahan: belum adanya pemerataan SDM baik SDM
teknis maupun manajareial

- Kapasitas —» kemampuan/kompetensi SDM
Kekuatan: sebagian besar pendidikan SDM sarjana dan
pasca sarjana dan sudah berpengalaman kerja
Kelemahan: kompetensi SDM belum optimal , pendidikan
belum sesuai dengan jabatan

2. Mechine

v Kecukupan sarana dan prasarana — jumlah sarana dan
prasarana: yang digunakan, cadangan/persediaan dan
dipelihara.

v Kehandalan sarana dan prasarana — jenis barang/alat yang
sesuai dengan masa kini dan 3-5 tahun yang akan datang
Kekuatan: sarana dan prasarana kantor relatif mencukupi
dan handal
Kelemahan: pemanfaatan sarpras kantor relatif belum
optimal

3. Methode
v' Hubungan kerja:
Kekuatan: adanya tugas dan fungsi
Kelemahan: belum sinkron antar tusi
v’ Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kekuatan: adanya SOP tiap unit kerja
Kelemahan: belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi
antar unit kerja
4. Money
Kekuatan: adanya dana/anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
Kelemahan: rumusan proporsional alokasi anggaran belum ada
5. Material

Berupa: data, hasil pengendalian, hasil penelitian/kajian,

sistem aplikasi

Kekuatan: tersedianya data, hasil pengendalian, hasil penelitian

dan sistem aplikasi



Kelemahan: belum optimalnya pengelolaan dan pemanfataan
data, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan,
dan hasil penelitian dan pengkajian belum digunakan secara
optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan
daerah
b. Faktor eksternal antara lain:
Peluang:
a. Politik
Kekuatan lobi dalam proses politik
b. Teknologi Informasi
Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk
mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas
c. Kerjasama
Kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam penyusunan
perencanaan
d. Perubahan kebijakan
Momentum untuk merubah system dengan adanya perubahan
kebijakan
Tantangan
a. Politik
Konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan
b. Teknologi Informasi
Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang
berkembang pesat
c. Kerjasama
Kerjasama belum searah dengan RPJMD
d. Perubahan kebijakan
Tertundanya waktu dalam penyelesaian
Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Bantul
dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam proses

perencanaan dapat dilihat pada pohon masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1

Analisis pohon masalah

Kualitas perencanaan
belum optimal

Masalah Pokok

Kurang optimalnya basis
pengetahuan dalam
proses penyusunan

perencanaan

Belum optimalnya
penerapan hasil
kelitbangan dalam
pengambilan kebijakan

Masalah

Belum Belum optimal Belum optimal Belum Kerjasama Belum optimal Belum ada Belum ada
Akar maksimal alur kreatifitas penguasaan maksimal Litbang SDM Litbang prosedur ukuran

kerja SDM IPTEK basis data belum searah Litbang produk
Masalah intern/ekster dengan kelitbangan

RPJMD




Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bantul

No Masalah Pokok Masalah Akar MAsalah
1 | Kualitas Kurang optimalnya 1. Belum maksimal alur
perencanaan belum | basis pengetahuan kerja intern/ekstern;
optimal dalam proses 2. Belum optimal
penyusunan kreatifitas SDM;
perencanaan 3. Belum optimal
penguasaan IPTEK;
4. Belum maksimal basis
data
Belum optimalnya 1. Kerjasama Litbang
penerapan hasil belum searah dengan
kelitbangan dalam RPJMD;
pengambilan kebijakan | 2. Belum optimal SDM
Litbang;
3. Belum ada prosedur
Litbang;
4. Belum ada ukuran
produk kelitbangan.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bantul

Tahun 2021-2026
Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam

RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang

berBhineka Tunggal Ika”

Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif,
efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik
prima;

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan
berbudaya istimewa;

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan
penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi
inklusif.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan

pengelolaan risiko bencana.




5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan

pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah
perempuan, lansia dan difabel.

Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemeritahan di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan, sesuai tugas dan fungsi

Bappeda mendukung pada misi penguatan reformasi birokrasi menuju

yang efektif, bersih,

menghadirkan pelayanan publik prima.

pemerintahan efisien, akuntabel, dan
Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda
terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel.3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

VISI :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika

No Misi dan Program Program Bupati- Faktor
K}?gﬂd::rri’fil:l Wakil Bupati terpilih Pendorong Penghambat

1 Misi 1 : Penguatan e Penguatan e Sarana & Prasarana | ¢ Hasil kajian dan
reformasi birokrasi reformasi birokrasi yang cukup kelitbangan belum
menuju pemerintahan menuju memadai semuanya
yang efektif, efisien, pemerintahan yang Dukungan mendukung
bersih, akuntabel, dan akuntabel, masyarakat, kebijakan
menghadirkan berkinerja tinggi, legislatif, dan dunia perencanaan
pelayanan publik prima efektif, efisien dan usaha terhadap pembangunan

menghadirkan daerah

pelayanan publik
prima

proses perencanaan
pembangunan
Koordinasi dan
sinkronisasi dengan
PD

Pelaksanaan
evaluasi
pembangunan
dilaksaakan rutin
tiap tahun
Perkembangan ilmu
pengetahuan dan
teknologi informasi

Sebagian indikator
kinerja belum bisa
menggambarkan
kinerja PD

Belum adanya
dukungan aplikasi
yang terintegrasi
dari perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi;

Aspirasi masyarakat
dan
program/kegiatan
belum integratif dan
kolaboratif dengan
focus tema tertentu




3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN /Bappenas
Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota,

provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci
keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam
penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra BAPPENAS
dan provinsi. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan,
sasaran dan indicator tujuan dan sasaran Renstra Bappenas.
Adapun tujuan , sasaran dan indicator tujuan sasaran dapat dilihat

pada table sebagai berikut:



Tabel 3.3.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Bappenas

Tujuan Sasaran Indikator
Mewujudkan Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, Indeks Perencanaan
perencanaan dan sinergi perencanaan Pembangunan Nasional

pembangunan yang
berorientasi hasil dan
mempercepat kemajuan
Indonesia

pembangunan nasional

Terwujudnya efektivitas pengendalian | Kinerja Pengendalian

pembangunan nasional

Pembangunan Nasional

Mewujudkan daya
tanggap dan inovasi
pembangunan yang
inklusif dan
berkelanjutan

Terwujudnya kebijakan

Persentase Rekomendasi

pembangunan nasional yang visioner | Kebijakan Penyelesaian

Isu Strategis
Pembangunan Nasional
yang dijalankan K/L

Persentase Rekomendasi
Kebijakan Inovasi
Pembangunan Nasional
yang dijalankan K/L

Mewujudkan tata kelola
pelayanan perencanaan
yang berkualitas,
akuntabel, efektif dan
efisien

Terwujudnya kinerja Kementerian

PPN/Bappenas yang bersih,

akuntabel, dan profesional dan
didukung oleh kapabilitas SDM

Indeks Reformasi
Birokrasi Kementerian
PPN/Bappenas

Dalam

rangka mendukung pencapaian sasaran renstra

kementerian PPN/Bappenas dilakukan identifikasi terhadap factor

pendorong dan penghambat sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul , terhadap

Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Renstra K/L Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

1. Terwujudnya integrasi,

Koordinasi yang baik

sinkronisasi, dan sinergi dengan kementerian

perencanaan pembangunan

nasional.

Pemahaman terhadap SIPD
belum optimal

2. Terwujudnya efektivitas

pengendalian pembangunan | evaluasi tiap triwulan

nasional.

Adanya monitoring dan

Pengendalian dan evaluasi
terhadap perencanaan
pembangunan belum
sepenuhnya dilakukan dan
ditindak lanjuti dalam
rangka perbaikan

pelaksanaan pembangunan.

3. Terwujudnya kebijakan Adanya inovasi daerah
pembangunan nasional dalam perencanaan

yang visioner.

pembangunan

Tidak ada proses
sinkronisasi kebijakan
pembangunan nasional yang
visioner antara pusat dan
daerah

4. Terwujudnya kinerja

e Adanya forum data

Kementerian PPN/Bappenas | ¢ Adanya sistem
yang bersih, akuntabel, dan informasi dan
profesional dan didukung koordinasi yang

oleh kapabilitas SDM.

intensif

Pemenuhan data yang tepat
waktu




3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Tujuan, sasaran dan indicator Kemendagri dalam periode

waktu 2020 - 2024 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Kemendagri
Tujuan Sasaran Indikator
Indeks Demokrasi Indonesia
Meningkatkan kualitas Tinglkat partisipasi
masyarakat dalam

demokrasi Indonesia Pemilukada dan Pemilu

Indeks Kinerja Ormas

Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Ideologi

Indeks Capaian  Revolusi
Meningkatkan implementasi | Mental (ICRM)

nilai-nilai Pancasila di Daerah Indeks Ketahanan Nasional
Terwujudnya stabilitas Gatra Ekonomi
politik dalam negeri Indeks Ketahanan Nasional
dan kesatuan bangsa Gatra Sosial Budaya
Meningkatnya kewaspadaan | Indeks Kewaspadaan Nasional
nasional
Meningkatnya kualitas | Jumlah daerah dengan
penyelenggaraan Indeks Penyelenggaraan
trantibumlinmas Trantibumlinmas kategori
“Baik”
Indeks Kepuasaan
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan
Trantibumlinmas
Persentase pemenuhan

pengembangan kompetensi
SDM aparatur minimal 20
Jam Pelajaran (JP) per tahun
Tingkat Kapabilitas Auditor
Kementerian Dalam Negeri
Tingkat Kapasitas PPUPD
secara nasional

Indeks Kepuasan Stakeholder
terhadap Kinerja Alumni

Meningkatnya kapasitas dan
kualitas SDM aparatur
pemerintahan dalam negeri

Peningkatan kapasitas

dan sineroi Meningkatnya harmonisasi | Indeks Kepatuhan

8| kualitas produk hukum pusat | Penyusunan Produk Hukum
pembangunan pusat dan daerah Daerah
dan daerah, . serta Indeks Kinerja Kepala Daerah
pelayan‘an publik yang dan DPRD dalam
penguatan novasi Penyclenggaraan
peng Pemerintahan Daerah

Nilai Evaluasi

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan dalam  negeri
yang adaptif, profesional,
proaktif, dan inovatif

Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Persentase daerah yang

memenuhi tahapan
penerapan SPM

Indeks Sinkronisasi
Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah




Tujuan Sasaran Indikator

Persentase desa dengan nilai
Indeks Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kategori
nilai “Baik”

Rata-rata Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah

Persentase daerah yang
mempunyai nilai Indeks
Inovasi tinggi

Jumlah kelembagaan
penelitian dan pengembangan
di daerah dengan kategori
“utama”

Indeks Pengawasan
Pemerintahan Daerah

Indeks Kapasitas Inspektorat
Daerah

Persentase cakupan layanan
pendaftaran penduduk dan

Terjaminnya hak-hak .
. pencatatan sipil
keperdataan setiap warga
Jumlah lembaga pengguna
negara dalam aspek .
- yang menandatangani
kependudukan dan tersedianya .
kerjasama pemanfaatan data
data kependudukan untuk .
kependudukan nasional
semua keperluan untuk elayanan ublik
Meningkatnya tata kelola ” 1 pelay p
enyelenggaraan kewilayahan (komulatif)
P Indeks Tata Kelola
Penyelenggaraan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas | Indeks Reformasi Birokrasi
reformasi birokrasi di | Kementerian Dalam Negeri.
lingkungan Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan tata kelola | Terwujudnya Kementerian | Indeks Pengawasan Internal
pemerintahan yang | Dalam Negeri yang akuntabel | Indeks Penanganan
baik di lingkungan | dan berintegritas Pemeriksaan Khusus
Kementerian Dalam | Meningkatnya kemanfaatan | Persentase hasil kelitbangan
Negeri hasil penelitian dan | yang direkomendasikan
pengembangan sebagai rujukan | sebagai bahan  masukan
utama dalam penataan | kebijakan Kementerian Dalam

kebijakan di lingkungan | Negeri.
Kementerian Dalam Negeri

Dari sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan
pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul adalah
a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,
profesional, proaktif, dan inovatif ;
b. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri.



Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul ,
terhadap Sasaran Kemendagri

Sasaran Renstra Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Kemendagri

Meningkatnya tata kelola | Koordinasi yang baik dengan | Data pendukung evaluasi
pemerintahan dalam | kementerian penyelenggaraan
negeri yang adaptif, pemerintahan daerah
profesional, proaktif, dan belum tersedia secara
inovatif lengkap.
Meningkatnya Kerjasama berbagai | Hasil  penelitian  belum
kemanfaatan hasil | stakeholder dalam | dimanfaatkan secara
penelitian dan | penyelenggaraan penelitian | maksimal
pengembangan sebagai | dan pengembangan dalam
rujukan utama dalam | proses perencanaan
penataan kebijakan di | pembangunan
lingkungan Kementerian | Adanya sistem inovasi daerah
Dalam Negeri (SIDa)

3.3.3 Telaahan Renstra BAPPEDA DIY
Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya
yang dihadapi oleh BAPPEDA DIY untuk lima tahun ke depan (periode
2017-2022) yaitu:
1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan
berkesinambungan serta mudah diakses;
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah,
antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3. Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar
pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
4. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara
terintegrasi mulai dari e-planning, e-budgeting, e-monev, dan
dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten,
koheren, transparan, efektif, dan efisien;

5. Peningkatan peran BAPPEDA DIY sebagai katalisator pembangunan
daerah;

6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban
kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun
2015.

tujuan yang maka

Untuk mencapai sudah ditetapkan

dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan



melalui program kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan

fungsinya. Adapun tujuan, sasaran dan indicator sebagai berikut:

Tabel 3.7

Tujuan, indikator tujuan/sasaran BAPPEDA DIY tahun 2017-2022

Tujuan

Indikator Tujuan/Sasaran

Formulasi Perhitungan

Menjadi Institusi
Perencana yang Bernilai
Tinggi

Terwujudnya perencanaan
pembangunan daerah yang
berkualitas

Indikator sasaran
Perangkat Daerah tahun N
yang tercapai /Indikator
sasaran RPJMD x 100%

Tabel 3.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul terhadap

Sasaran Renstra Bappeda DIY

Sasaran Renstra

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

Provinsi
Terwujudnya 1. Adanya komitmen dalam | 1. Perbedaan periode waktu
Perencanaan forum kewilayahan perencanaan
Pembangunan Daerah antara pemda DIY dan berpengaruh terhadap
yang Berkualitas Kabupaten/Kota perencanaan di daerah
2. Proses perencanaan | 2. Ketersediaan data belum
pembangunan yang semua dapat memenuhi
didukung dengan kebutuhan proses

teknologi informasi

perencanaarn

. Masih kurangnya jabatan

fungsional perencana

Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
(RTRW)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Kabupaten Bantul

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul

Tahun 2010-2030.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-

2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu,

dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan

yang merupakan lahanpertanian pangan berkelanjutan;

2. Peningkatan

prasarana transportasi,

kualitas

dan

jaringan

jangkauan

sumber

pelayanan jaringan

daya air, energi,




telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan
merata di seluruh wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan
hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam,
pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, serta
kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri
atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan
perkebunan, kawasan peruntu perikanan, kawasan peruntukan
pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan
pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya
lainnya.

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga
kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat
mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang
kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang
ada dalam RTRW Bantul, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan
halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu
daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk
pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan,
perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan
sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan
pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.

Sesuai big agenda Bappeda untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan wilayah, diantaranya:

1. Sinergi Bandara YIA yaitu display produk, logistic supply, Kargo,
Ketenagakerjaan dan Bantul event;
2. Kawaan Pansela: Tetenger keistimewaan DIY, KEK Pariwisata,

Gumuk Pasir, dan Edutourism,;



3. Kawasan Pajangan - Sedayu: Industri digital Pajangan, Co-
working space, UIN, Taman Budaya, Bendung Kamijoro;

4. Kawasan Bantul Tengah: RS Respira bertaraf internasional,
revitalisasi gabusan, Mengger Geogeritgae;

5. Kawasan Dlingo, Imogiri dan Pleret;

6. KEK Piyungan.

Tugas fungsi Bappeda Kabupaten Bantul pada peran koordinasi

untuk menjaga keselarasan perencanaan sebagai kunci utama sinergitas

perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan penataan ruang

yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Terkait hal tersebut, dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong,

sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong:

1.

Adanya Regulasi Tata Ruang antara lain, Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

. Adanya Lembaga Pengawasan dan Penegakaan Hukum, seperti Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang sebagai pengawas Tata Ruang, dan
Lembaga Penegak Hukum antara lain Pol PP, Kepolisian dan lembaga

berwenang lainnya;

. Adanya Sosialisasi mengenai Tata Ruang ke Masyarakat secara

langsung maupun tidak langsung, menggunakan media elektronik,

maupun internet;

. Adanya TKPRD yang menjadi pengambil kebijakan tata ruang di

pemerintah daerah;

. Adanya Citra Satelit Resolusi Tinggi yang dapat mudah diaakses

untuk monitoring penggunaan tata ruang;

. Adanya SDM yang menguasai terkait Tata Ruang baik regulasi

maupun pemanfaatan teknologinya;

. Kepedulian pemerintah pusat, dan provinsi dalam upaya

meningkatkan keselarasan antara penggunaan ruang dengan tata

ruangnya;

. Adanya geoportal kabupaten bantul dan kemudahan mengakses data

spasial untuk kepentingan monev tata ruang.



b. Faktor Penghambat:

1. Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran
terkait penggunaan ruang yang sesuai dengan regulasi tata ruangnya;

2. Masih belum maksimalnya sosialisasi regulasi tata ruang ke
masyarakat luas;

3. Masih rendahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang di
kab. Bantul,

4. Masih belum intensif dan maksimalnya upaya menurunkan
pelanggaran tata ruang;

5. Masih perlu ditingkatkan upaya identifikasi pelanggaran tata ruang
menggunakan teknologi penginderaan jauh, dimana hasilnya

dijadikan bahan untuk mengambil tindakan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis,

menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS bertujuan untuk
memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling
ketergantungan (interdependency), yaitu saling ketergantungan antar
wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar
kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (equilibrium), yaitu
keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya,
dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (justice) yaitu
keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar
generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di
daerah.
Bappeda dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hasil KLHS yang
dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup yang berpotensi

berpengaruh terhadap target dan sasaran pembangunan yang



direncanakan. Telaah rekomendasi KLHS dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:



Tabel 3.9.

Telaahan rekomendasi KLHS

Rekomendasi Program Hasil

Indikator TPB Arahan Hasil KLHS KLHS Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Proporsi sumber daya yang |e “dipertahankan” artinya | e tidak perlu rekomendasi berupa | e adanya Pandemi covid-
dialokasikan oleh pemerintah indikator TPB sudah tercapai, | program 19, indicator TPB yang
secara langsung untuk baik setelah ditinjau tercapai mengalami
program pemberantasan keterkaitannya pada beberapa dampak yang cukup
kemiskinan. jenis skenario, dan tidak perlu signifikan sehingga

rekomendasi berupa program. memerlukan perhatian

e Perlu mendapat “perhatian” agar tidak terjadi
artinya indicator tercapai penurunan capaian di
namun terkait wabah covid-19. waktu yang akan dating;
Dengan adanya Pandemi covid- e Menurunnya persentase
19, indicator TPB yang tercapai pengeluaran layanan
mengalami dampak yang cukup pokok dari total belanja
signifikan sehingga pemerintah
memerlukan perhatian agar
tidak terjadi penurunan
capaian di waktu yang akan
datang.

Persentase penyandang | “dipertahankan” artinya indikator | tidak perlu rekomendasi berupa

disabilitas yang miskin dan
rentan yang terpenuhi hak
dasarnya dan inklusivitas.

TPB sudah tercapai, baik setelah

ditinjau

keterkaitannya = pada

beberapa jenis skenario, dan tidak

perlu

rekomendasi berupa

program.

program

Persentase rumah tangga
miskin dan rentan yang
sumber penerangan utamanya
listrik baik dari PLN dan
bukan PLN.

“dipertahankan” artinya indikator
TPB sudah tercapai, baik setelah

ditinjau

keterkaitannya  pada

beberapa jenis skenario, dan tidak

perlu

rekomendasi berupa

program.

tidak perlu rekomendasi berupa
program




Indikator TPB

Arahan Hasil KLHS

Rekomendasi Program Hasil
KLHS

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Laju pertumbuhan PDB per
kapita.

“dipertahankan” artinya indikator
TPB sudah tercapai, baik setelah
ditinjau keterkaitannya  pada
beberapa jenis skenario, dan tidak
perlu rekomendasi berupa
program.

tidak perlu rekomendasi berupa
program

« Pendapatan masyarakat
rendah;

e« Daya  beli
menurun,;

« Harga komoditas rendah;

« Konsumsi rumah tangga
rendah

konsumen

Proporsi anggaran riset

pemerintah terhadap PDB.

“dipertahankan” artinya indikator
TPB sudah tercapai, baik setelah
ditinjau  keterkaitannya = pada
beberapa jenis skenario, dan tidak
perlu rekomendasi berupa
program.

tidak perlu rekomendasi berupa
program

Jumlah daerah tertinggal yang
terentaskan.

“dipertahankan” artinya indikator
TPB sudah tercapai, baik setelah
ditinjau keterkaitannya = pada
beberapa jenis skenario, dan tidak
perlu rekomendasi berupa
program.

tidak perlu rekomendasi berupa
program

Jumlah desa tertinggal.

“dipertahankan” artinya indikator
TPB sudah tercapai, baik setelah
ditinjau  keterkaitannya = pada
beberapa jenis skenario, dan tidak
perlu rekomendasi berupa
program.

tidak perlu rekomendasi berupa
program

Jumlah Desa Mandiri.

“dipertahankan” artinya indikator
TPB sudah tercapai, baik setelah
ditinjau keterkaitannya = pada
beberapa jenis skenario, dan tidak
perlu rekomendasi berupa
program.

tidak perlu rekomendasi berupa
program

Rata-rata pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal.

“dipertahankan” artinya indikator
TPB sudah tercapai, baik setelah
ditinjau  keterkaitannya = pada
beberapa jenis skenario, dan tidak

tidak perlu rekomendasi berupa
program




Indikator TPB

Arahan Hasil KLHS

Rekomendasi Program Hasil
KLHS

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

perlu rekomendasi

program.

berupa

Persentase penduduk miskin
di daerah tertinggal.

“dipertahankan” artinya indikator
TPB sudah tercapai, baik setelah

tidak perlu rekomendasi berupa
program

ditinjau  keterkaitannya = pada

beberapa jenis skenario, dan tidak

perlu rekomendasi berupa

program.

Persentase penduduk yang |e Meningkatkan kapasitas | - Penetapan kebijakan anggaran | « Masih adanya pemberian

hidup di bawah garis pemerintah daerah dalam untuk pemberantasan | bantuan bagi KK miskin

kemiskinan nasional, menurut analisis, perencanaan, dan kemiskinan yang kurang tepat/salah

jenis kelamin dan kelompok penganggaran untuk PROGRAM PERENCANAAN, | sasaran;

umur. mengurangi tingkat PENGENDALIAN DAN | « Data KK miskin yang
kemisikinan EVALUASI PEMBANGUNAN tidak update;

* Menstabilkan perlindungan DAERAH « Sikap sosial dan budaya
sosial yang memadai dan |- PROGRAM PERENCANAAN | msayarakat yang
menyeluruh bagi masyarakat PEMERINTAHAN DAN | menerima kondisi;
miskin dan rentan PEMBANGUNAN MANUSIA + Angka Kemiskinan yang

* Integrasi subsidi yang tepat masih dua digit (13,43%
sasaran dan pendampingan pada 2018 dan 12,92% di
social yang akan meningkatkan akhir 2019);
pendapatan e Program yang tepat

* Meningkatkan partisipasi sasaran untuk
masyarakat yang rentan di mengentaskan

pasar lowongan kerja
* Meningkatkan sistem bantuan
sosial untuk hidup layak

kemiskinan masih lemah;
APBD sebenarnya sudah
mencakup anggaran yang
responsif untuk
penanganan kemiskinan.
Yang menjadi pertanyaan

adalah apkah sasaran
OPD sudah terintegrasi
dan fokus pada

kemiskinan. Untuk dapat
sesuai sasaran baseline




Indikator TPB

Arahan Hasil KLHS

Rekomendasi Program Hasil

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

KLHS
data kemiskinan harus
jelas dan memiliki
indikator lokal.
Koefisien Gini. e Merumuskan pertumbuhan | PROGRAM PERENCANAAN, | Lemahnya kemampuan
yang berpihak pada masyarakat | PENGENDALIAN DAN EVALUASI | masyarakat
miskin dan rentan PEMBANGUNAN DAERAH berpenghasilan rendah
® Meningkatkan ekonomi pedesaan untuk mengakses
pekerjaan layak
Rendahnya SDM
masyarakat
berpenghasilan rendah
Jumlah proyek yang | Mengoptimalkan strategi | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN | e Prosedur pelaksanaan
ditawarkan untuk | pendanaan dengan cara kerjasama | KESEJAHTERAAN RAKYAT KPBU rumit dan
dilaksanakan dengan skema | pemerintah dan/atau badan membutuhkan waktu
Kerjasama Pemerintah dan | usaha panjang
Badan Usaha (KPBU). e Belum adanya
Jumlah alokasi pemerintah inventarisasi kegiatan
untuk  penyiapan  proyek, KPBU

transaksi proyek, dan
dukungan pemerintah dalam
Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU).

Persentase indikator SDGs
terpilah yang relevan dengan
target.

PROGRAM PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

Evaluasi terhadap capaian
indikator SDG’s baru
dilaksanakan tahun 2020

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2024, 2021




3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis Bappeda dirumuskan dengan mempertimbangkan
faktor internal dan eskternal termasuk permasalahan layanan. Adapun
isu strategis Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:
1. Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi
perencanaan;
2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan;
3. Belum maksimalnya basis data perencanaan pembangunan
daerah;
4. Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam

pengambilan kebijakan.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah
Bappeda Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2026 kami sampaikan dalam
Tabel sebagai berikut:



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tabel 4.1.

Kondisi awal Target
Indikator Tuiuan Renstra Kondisi
Tujuan Sasaran dan Sasarin Formula (Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun akhir
baseline/ 2022 2023 2024 2025 2026 Renstra
Tahun 2021)
Terwujudnya Hasil penelitian
penyelenggaraan Kemendagri atas
pemerintahan yang Nilai EPPD Laporan 4,0815 4,1315 | 4,1815 | 4,2315 | 4,2815 | 4,3315 | 4,3315
berkinerja tinggi dan Penyelenggaraan
akuntabel Pemerintah Daerah
(LPPD)
Jumlah program
Tingkat keselarasan gg?l\[/)[D an dse;’cf ;
program RKPD SOV yang NA 100 100 100 100 100 100
dengan RPJMD dibagi jumlah
. & program di RPJMD x
Meningkatnya 100%
kualitas perencanaan, °
pengendalian dan Jumlah indikator
evaluasi Persentase indikator | Sooor o RPJMP
pembangunan daerah | sasaran RPJMD yandg_ lr(nenTC,aPa? q
yang mencapai predikat Tinggl dan 95 95 96 96 97 97 97
. . . sangat tinggi dibagi
predikat Tinggi dan ) L
sangat tinggi jumlah indikator
sasaran RPJMD x
100%
Hasil Penelitian dan
Meningkatnya Persentase hasil g§nger;1ba11;1gandy§ ne
nerapan penelitian | penelitian dan imanfaatkan dibagl
pe Seluruh hasil NA 100 100 100 100 100 100

dan pengembangan
dalam pembangunan

pengembangan yang
dimanfaatkan

penelitian dan
pengembangan kali
100%




BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap
tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam
perumusanprogram dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam
Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah strategi dan
arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Bappeda,yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah
dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban
tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.
Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran
pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda
Kabupaten Bantul. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang
dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian
arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit
dan operasional.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda

tahun 2021-2026 didasarkan pada analisis SWOT sebagai berikut:



Tabel 5.1.
Analisis SWOT

AKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

Strength (S) Weakness (W)
S1 adanya SDM yang relative cukup Al kompetensi SDM belum optimal
banyak dan berpendidikan
sarjana/pasca sarjana
S2 tersedianya data, hasil W2 pemanfataan data, hasil
pengendalian, hasil penelitian dan pengendalian dan evaluasi, hasil
sistem aplikasi penelitian dan pengembangan
belum optimal digunakan sebagai
dasar pengambilan kebijakan
pembangunan daerah
sarana dan prasarana kantor W3 pemanfaatan sarpras kantor belum
relatif mencukupi dan handal optimal
w4 belum optimalnya koordinasi dan

sinkronisasi antar unit kerja

Opportunities (O)

S-0

w-0

O1 | Kekuatan lobi dalam proses S1, S2 dengan O1 | Mengoptimalkan kemampuan W2 dengan O1 | Mengoptimalkan pemanfataan data,
politik SDM dan ketersediaan data dalam hasil pengendalian dan evaluasi
lobi politik kebijakan, hasil penelitian dan
pengkajian dalam lobi politik
02 | Perkembangan kemajuan S1, S3 dengan O2 | Mengoptimalkan kemampuan W1, W3 dengan | Meningkatkan kompetensi SDM
teknologi informasi yang pesat SDM dan sarpras untuk 02 dan pemanfaatan sarpras dalam
untuk mendukung penguasaan perkembangan penguasaan teknologi
kemudahan/kelancaran teknologi informasi
pelaksanaan tugas
O3 | Kerjasama dengan berbagai S1, S2 dengan O3 | Meningkatkan kerjasama dengan W2. W4 dengan | Meningkatkan koordinasi dan
stakeholders dalam penyusunan berbagai stakeholders dalam 03 sinkronisasi antar unit serta
perencanaan dan litbang proses kelitbangan dan kerjasama dengan berbagai
pengendalian stakeholders dalam penyusunan
perencanaan
Threats (T) S-T W-T
T1 Konsistensi arah untuk S1, S2 dengan T1 | Mengoptimalkan kemampuan | W1, W2 dengan | Meningkatkan kompetensi SDM,




mewujudkan keberlanjutan SDM dan ketersediaan data serta T1 pemanfataan data, hasil
hasil pengendalian untuk pengendalian dan evaluasi
mendorong  konsistensi  arah kebijakan, hasil penelitian dan
keberlanjutan pengkajian untuk  mendorong
konsistensi arah keberlanjutan
T2 Kemampuan penggunaan S1, S3 dengan T2 | Mengoptimalkan kemampuan | W1,W3 dengan | Meningkatkan kompetensi SDM
teknologi informasi yang SDM dan sarpras untuk T2 dan sarpras untuk penguasaan
berkembang pesat penguasaan perkembangan perkembangan teknologi informasi
teknologi informasi
Kerjasama belum searah dengan S1, S2 dengan T3 | Mengoptimalkan kemampuan | W1, W2 dan T3 Mengoptimalkan kompetensi SDM,
RPJMD SDM dan ketersediaan data serta pemanfataan data, hasil
hasil pengendalian untuk pengendalian dan evaluasi
mendorong kerjasama yang kebijakan, hasil penelitian dan
searah dengan RPJMD pengkajian  untuk  mendorong

kerjasama yang
RPJMD

searah dengan




Secara lengkap keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kabupaten Bantul Tahun

2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan
Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka

Tunggal Ika

Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,
akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Meningkatnya Mengoptimalkan 1. Optimalisasi
penyelenggaraa | kualitas kemampuan SDM dan kemampuan SDM
n pemerintahan | perencanaan, ketersediaan data serta hasil dan kualitas analisis

yang berkinerja
tinggi dan
akuntabel

pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
daerah

pengendalian untuk
mendorong kerjasama yang
searah dengan RPJMD

data dan informasi;
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan
Pembangunan Daerah
yang tepat waktu;
Perencanaan terpadu
yang didukung
dengan pendanaan

Meningkatkan koordinasi
dan sinkronisasi antar unit
serta kerjasama dengan
berbagai stakeholders dalam
penyusunan perencanaan

Peningkatan
Koordinasi
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia;
Peningkatan
Koordinasi
Perencanaan Bidang
Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya
Alam);

Peningkatan
Koordinasi
Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan

Meningkatnya
penerapan
penelitian
pengembangan
dalam
pembangunan

dan

Meningkatkan kerjasama
dengan berbagai
stakeholders dalam proses
kelitbangan

Peningkatan
berbagai
dalam

kerjasama
stakeholder

Pros€es

kelitbangan




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang
direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka
menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana
kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan
didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana
program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya,
dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam
pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatandilengkapi
dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif
kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana
outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah
untuk beneficiariestertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari
kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu
memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan
program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi
dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.
Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan
fungsi dari setiap komponenorganisasiperangkat daerah dengan
memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan
pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam
kurun waktu Tahun 2021-2026 disertai pagu indikatif anggaran

sebagaimana tabel berikut.



Tabel. 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Bantul

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUIUAN, KonDIs! o
E
/PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 fggggﬁéﬁg‘é KERJA
KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
TUJUAN SASARAN KODE /SUB (OUTCOME), FORMULA ﬁgﬁZN RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Terwujudnya Nilai Evaluasi Hasil 4,08 4,13 4,18 4,23 4,28 4,33 4,33 Kab.
penyelenggar Penyelenggar penelitian 15 15 15 15 15 15 15 Bantul
aan aan Pemerintah Kemendagr
pemerintaha Daerah (EPPD) i atas
n yang Laporan
berkinerja Penyelengg
tinggi dan araan
akuntabel Pemerintah
Daerah
(LPPD)
1. Tingkat Jumlah n/a 100 100 100 100 100 100 Kab.
Meningkat keselarasan program % % % % % % Bantul
nya program RKPD RKPD
kualitas dengan RPJMD dengan
perencana RPJMD
an, yang
pengendali sesuai
an dan dibagi
evaluasi Jjumlah
pembangu program di
nan daerah RPJMD x

100%




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Persentase Jumlah 95% 95% 96% 96% 97% 97% 97% Kab.
indikator indikator Bantul
sasaran RPJMD sasaran
yang mencapai RPJMD
predikat Tinggi yang
dan sangat mencapai
tinggi(%) predikat
Tinggi dan
sangat
tinggi
dibagi
Jjumlah
indikator
sasaran
RPJMD
x 100%
X.XX. PROGRAM Sasaran
01 PENUNJANG Program:
URUSAN Meningkatnya
PEMERINTAHA | penunjang
N DAERAH urusan
KABUPATEN/ pemerintahan
KOTA* daerah
kabupaten/ kota
Capaian Nilai | Nilai AKIP | 85 85,5 8.336.7 | 86 8.437.2 | 86,5 8.579.2 | 87 8.543.7 | 87,5 8.683.2 | 87,5 42.580. | Sekretar | Kab.
Akuntabilitas yang angka angk | 99.110 ang 36.110 angk 91.251 angk 08.110 angk 19.251 angk 253.83 iat Bantul
Kinerja dikeluark a ka a a a a 2
Instansi an
Pemerintah Inspektor
(AKIP) at
X.XX.0 Perencanaan, Sasaran
1201 Penganggaran, | Kegiatan:Terw
dan Evaluasi ujudnya
Kinerja Perencanaan,Pe
Perangkat nganggaran,
Daerah dan
EvaluasiKinerja
Perangkat
Daerah
Capaian Rerata 100 100 40.675. 100 42.708. | 100 44.844. | 100 42.708. | 100 44.844. | 100 215.78 Kip Kab.
Kinerja capaian % % 000 % 750 % 188 % 750 % 188 % 0.876 Substan Bantul
Perencanaan kinerja si
dan Evaluasi sub Program
Perangkat kegiatan dan
Daerah pada Pelapor
kegiatan an




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Perencana
an,
Pengangg
aran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
XXX Penyusunan Dokumen 7 dokumen 7 7.925.0 7 792500 Kip Kab.
01 Dokumen perencanaan doku 00 Doku 0 Substans | Bantul
201.01 Perencanaan (RKT, men men i Program
1 Perangkat perubahan dan
Daerah Renja PD, Renja Pelapora
PD, KAK n
perencanaan
Sub Kegiatan,
PK, register
resiko, RKA
DPA)
Dokumen 1 Dokumen Kip Kab.
Renstra Substans | Bantul
Bappeda i Program
dan
Pelapora
n
Jumlah 7 8.321.2 6 8.737.3 6 8.321.2 6 8.737.3 6 34.117. Klp Kab.
Dokumen doku 50 doku 13 doku 50 doku 13 doku 126 Substans | Bantul
Perencanaan men men men men men i Program
Perangkat dan
Daerah Pelapora
n
X.XX.0 Koordinasi dan Dokumen hasil 3 dokumen | 3 32.750. 3 32.750. Klp Kab.
1.201.0 | Penyusunan evaluasi doku 000 doku 000 Substans | Bantul
6 Laporan (evaluasi Renja men men i Program
Capaian Kinerja | PD, LKJ/AKIP, dan
dan Ikhtisar evaluasi SPIP) Pelapora
Realisasi n
Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
dan Laporan
Hasil




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Koordinasi.
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
X.XX. Evaluasi Kinerja | Jumlah n/a n/a n/a 3 34.387. 3 36.106. 3 34.387. 3 36.106. 3 140.988 | Klp Kab.
01 Perangkat Laporan lapora | 500 lapora | 875 lapora | 500 lapora | 875 lapora | .750 Substans | Bantul
201.07 Daerah Evaluasi n n n n n i Program
Kinerja dan
Perangkat Pelapora
Daerah n
X.XX. Administrasi Sasaran
ol1. Keuangan Kegiatan:
202 Perangkat Terwujudnya
Daerah Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah
yang
berkualitas
Capaian Rerata 100 100 6.878.5 100 6.906.1 | 100 6.971.6 | 100 7.012.5 | 100 7.075.5 | 100 34.844. | Subbag Kab.
Kinerja capaian % % 91.550 % 18.173 % 17.416 % 90.172 % 45.416 % 462.72 Aset Bantul
Pengelolaan kinerja 7 dan
Administrasi sub Keuang
Keuangan kegiatan an
pada
kegiatan
Administr
asi
Keuangan
Perangkat
Daerah
X.XX. Penyediaan Gaji | Pembayaran 14 Kali 14 3.970.9 14 3.970.9 Subbag Kab.
01. dan Tunjangan gaji dan Kali 82.753 kali 82.753 Aset dan Bantul
202.01 ASN tunjangan ASN Keuanga
n
Pembayaran 12 Kali 12 2.770.0 12 2.770.0 Subbag Kab.
TPP Kali 61.297 kali 61.297 Aset dan Bantul
Keuanga
n
Jumlah Orang 6.761.6 6.819.9 6.868.1 6.923.8 27.373. Subbag Kab.
yang 51 93.298 51 71.297 51 65.297 51 99.297 51 729.189 | Asetdan Bantul
Menerima Gaji Orang Orang Orang Orang Orang Keuanga
dan / / / / / n
Tunjangan ASN Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
XXX Penyediaan Dokumen 1 1 133.560 1 133.560 | Subbag Kab.
01. Administra si administrasi dokume n doku .000 Doku .000 Aset dan Bantul
202.02 Pelaksanaa n pengelola men men Keuanga
Tugas keuangan n
ASN
Jumlah 12 140.238 12 147.249 12 140.238 12 147.249 12 574.975 Subbag Kab.
Dokumen Hasil doku .000 doku .900 doku .000 doku .900 doku .800 Asetdan | Bantul
Penyediaan men men men men men Keuanga
AdministrasiPel n
aksanaan
Tugas ASN
XXX Koordinasi dan Laporan n/a 3 3.987.5 3 3.987.5 Subbag Kab.
01 Penyusunan keuangan Doku 00 Doku 00 Asetdan | Bantul
2.02.07 | Laporan men men Keuanga
Keuangan n
Bulanan/ Triwul
anan/Semester
an SKPD
Jumlah Laporan 2 4.186.8 2 4.396.2 2 4.186.8 2 4.396.2 2 17.166. Subbag Kab.
Keuangan Lapor 75 Lapor 19 Lapor 75 Lapor 19 Lapor 188 Aset dan Bantul
Bulanan/ an an an an an Keuanga
Triwulanan/ n
Semesteran
SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/ Triwul
anan/Semester
an SKPD
X.XX. Administrasi Sasaran
ol1. Kepegawaian Kegiatan:
205 Perangkat Terwujudnya
Daerah Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
Capaian Rerata 100 100 140.000 100 115.50 100 121.27 100 115.50 100 121.27 100 613.55 Subbag Kab.
Kinerja capaian % % .000 % 0.000 % 5.000 % 0.000 % 5.000 % 0.000 Umum Bantul
Pengelolaan kinerja dan
Administrasi sub Kepega
Kepegawaian kegiatan w aian
pada
kegiatan




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023 2024 2025 2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

TARG

Rp

TAR
GET

TARG TARG TARG

Rp Rp Rp Rp

TARG

ET Rp

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

Administr
asi
Kepegawa
ian
Perangkat
Daerah

XXX

01.205.

03

Pendataan dan
Pengolahan
Administra si
Kepegawai an

Dokumen
kepegawaian
(formasi, KGB,
kenaikan
pangkat, KP4,
AKD (analisis
kebutuhan
diklat), ABK,
pengiriman
diklat ASN dan
lain-lain)

n/a

doku
men

30.000.
000

1 30.000.
000

Subbag
Umum
dan
Kepegaw
aian

Kab.
Bantul

Jumlah
Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
dan lain-lain)

XXX

01.205.

05

Monitoring,
Evaluasi, dan
Penilaian
Kinerja Pegawai

Dokumen hasil
penilaian
kinerja pegawai
(SKP, buku
kerja, audit
eksternal/ISO)

n/a

110.000
.000

3 110000
Doku 000
men

Subbag
Umum
dan
Kepegaw
aian

Kab.
Bantul

Jumlah
Dokumen
Monitoring,
Evaluasi,
Penilaian
Kinerja Pegawai

dan

doku
men

115500 3
000 doku
me n

121275 3
000 doku
men

115500 3
000 doku
men

121275
000

3 583.550
doku .000
men

Subbag
Umum
dan
Kepegaw
aian

Kab.
Bantul

X.XX.

206

Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

Sasaran
Kegiatan:
Terwujudnya
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah yang
Berkualitas

Capaian

Rerata

100

100

678.994

100

712.94 100 748.59 100 712.94 100 748.59

100

3.602.0

Subag

Kab.




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Kinerja capaian % % .508 % 4.233 % 1.445 % 4.234 % 1.445 % 65.865 Umum Bantul
Pengelolaan kinerja dan
Administrasi sub Kepega
Umum kegiatan waian;
pada Subbag
kegiatan Keuang
Administr an dan
asi Umum Aset
Perangkat
Daerah
XXX Penyediaan Komponen 16 jenis 6 7.076.5 6 jenis | 7.076.5 Subbag Kab.
01. Komponen instalasi listrik Jenis 00 00 Umum Bantul
206.01 Instalasi dan
Listrik/Pen Kepegaw
erangan aian
Bangunan
Kantor
Jumlah 6 7.430.3 6 7.801.8 6 7.430.3 6 7.801.8 6 30.464. Subbag Kab.
Paket Paket 25 Paket 41 Paket 25 Paket 41 Paket 332 Umum Bantul
Komponen dan
Instalasi Kepegaw
Listrik/ aian
Penerangan
Bangunan
Kantor yang
Disediakan
X.XX.0 Penyediaan ATK 62 Jenis 36 155.347 36 155.347 | Subbag Kab.
1.206 Peralatan dan Jenis .588 Jenis .588 Umum Bantul
Perlengkapan dan
Kantor Kepegaw
Materai dan cek 1209 Buah | 302 302 aan
Buah Buah
Publikasi 8 Kali 4 Kali 4 Kali
Bahan komputer n/a 2 2
Jenis Jenis
Jumlah Paket 4 163.114 4 171.270 | 4 163.114 | 4 171.270 | 4 668.771 Subbag Kab.
Peralatan dan Paket .967 Paket 716 Paket .967 Paket 716 Paket .366 Umum Bantul
Perlengkapan dan
Kantor yang Kepegaw
Disediakan aian
XXX Penyediaan Bahan dan 18 alatdan | 30 36.129. 30 36.129. Subbag Kab.
01.206. Peralatan peralatan bahan alat 300 alat 300 Umum Bantul
03 Rumah Tangga kebersithan dan dan dan
baha bahan Kepegaw
n aian
Bahan dan alat 5 alat dan 3 alat 3 alat




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM RENSTRA PD PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
protokol bahan dan dan
kesehatan baha bahan
n
Jumlah Paket 2 37.935. 2 39.832. 2 37.935. 2 39.832. 2 155.536 Subbag Kab.
Peralatan Paket 765 Paket 553 Paket 765 Paket 553 Paket .636 Umum Bantul
Rumah Tangga dan
yang Kepegaw
Disediakan aian
X.XX.0 Penyediaan Barang cetakan 9 Jenis 10 54.255. 10 54.255. Subbag Kab.
1.206.0 | Barang Cetakan Jenis 000 Jenis 000 Umum Bantul
) dan Pengganda dan
an Kepegaw
Penggandaan 112724 8250 82500 aan
Lembar 0 Lemb
Lemb ar
ar
Penjilidan n/a 30 30
Jumlah Paket 3 56.967. 3 59.816. 3 56.967. 3 59.816. 3 233.567 Subbag Kab.
Barang Cetakan Paket 750 Paket 138 Paket 750 Paket 138 Paket 776 Umum Bantul
dan dan
Penggandaan Kepegaw
yang aian
Disediakan
X.XX.0 Penyediaan Langganan 12 bulan 1jeni | 3.600.0 1jeni 3.600.0 Subbag Kab.
1.206.0 | Bahan Bacaan surat kabar s 00 s 00 Umum Bantul
6 dan Peraturan dan
Perundang- Kepegaw
undangan aian
Buku/perundan 4 buku 4 4
gan buku buku
Jumlah 2 3.780.0 2 3.969.0 2 3.780.0 2 3.969.0 2 15.498. Subbag Kab.
Dokumen Doku 00 Doku 00 Doku 00 Doku 00 Doku 000 Umum Bantul
Bahan Bacaan men men men men men dan
dan Peraturan Kepegaw
Perundang- aian
Undangan yang
Disediakan
X.XX.0 Fasilitasi Jumlah Laporan n/a n/a n/a 15 10.000. 15 10.000. 16 12.500. 16 12.500. 17 45.000. Subbag Kab.
1.206.0 | Kunjungan Fasilitasi lapora | 000 lapora | 000 lapora | 000 lapora | 000 lapora | 000 Umum Bantul
8 tamu Kunjungan n n n n n dan
Tamu Kepegaw
aian
X.XX.0 Penyelenggaraa Laporan Hasil 96 Laporan | 96 388.396 96 388.396 | Subbag Kab.
1.206.0 | n Rapat Rapat Doku .000 Doku .000 Keuanga Bantul
9 Koordinasi dan men men ndan




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

TARG

Rp

TAR

GET Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

ET Rp

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

Konsultasi
SKPD

Laporan
penerimaantam
u

10 laporan

Laporan hasil
perjalanan
dalam daerah

210 o0p

Laporan hasil
perjalanan luar
daerah

10 op

10
doku

40
doku
men

15
doku
men

Aset

Jumlah
Laporan
Penyelenggaraa
n  Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD

141 392.815
Lapor .800
an

141
Lapor
an

412.956
.590

141
Lapor
an

390.065
.800

141
Lapor
an

410.206
.590

141 1.606.0
Lapor 44.780
an

Subbag
Keuanga
ndan
Aset

Kab.
Bantul

X.XX.0
1.206.1

Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

Laporan
penataan arsip
(arsip statis,
arsip dinamis,
honor tenaga
arsiparis non
ASN)

n/a

doku
me n

34.190.
120

2 34.190.
doku 120
me n

Subbag
Umum
dan
Kepegaw
aian

Kab.
Bantul

Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

2 35.899.
doku 626
me n

doku
me n

37.694.
607

doku
men

35.899.
627

doku
men

37.694.
607

2 147.188
doku 467
me n

X.XX.0
1.206.1

Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD

Jumlah
Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD

n/a

n/a

n/a

1 5.000.0
Doku 00
men

5.250.0
00

Doku
men

5.250.0
00

Doku
men

5.500.0
00

1 21.000.
000

Subbag
Umum
dan
Kepegaw
aian

Kab.
Bantul

X.XX.0
1.207

Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah

Sasaran
Kegiatan:
Tersedianya
Barang Milik
Daerah
Penunjang




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Daerah Urusan
Pemerintah
Daerah yang
dibutuhkan
Capaian Rerata n/a 100% | 141.709 | 100% 148.79 100% 156.23 100% 148.79 100% 156.23 100% 751.76 Subbag Kab.
Kinerja capaian .000 4.450 4.173 4.450 4.173 6.246 Umum Bantul
Pengadaan kinerja dan
Barang Milik sub Kepega
Daerah kegiatan waian
Penunjang pada
Urusan kegiatan
Pemerintah Pengadaa
Daerah nBarang
Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerinta
h Daerah
XXX.0 Pengadaan Pembelian n/a 5 141.709 5) 141.709 Subbag Kab.
1.207.0 | Peralatan dan peralatan dan unit .000 unit .000 Umum Bantul
6 Mesin Lainnya mesin lainnya dan
Kepegaw
aian
Jumlah Unit 5 Unit 148.794 5 156.234 | 5 148.794 | 5 156.234 | 5 610.057 Subbag Kab.
Peralatan dan .450 unit 173 unit .450 unit 173 unit .246 Umum Bantul
Mesin Lainnya dan
yang Kepegaw
Disediakan aian
X.XX.0 | Penyediaan Sasaran
1.208 Jasa Kegiatan:
Penunjang Terwujudnya
Urusan Penyediaan
Pemerintahan Jasa
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Capaian Rerata 100 100 164.051 100 203.75 100 213.94 100 203.75 100 213.94 100 999.44 Subbag Kab.
Kinerja Capaian % % .868 % 4.461 % 2.184 % 4.461 % 2.184 % 5.158 Umum Bantul
Penyediaan Kinerja dan
Jasa Penyedi Kepega
Penunjang aan Jasa waian
Urusan Penunjang




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Pemerintahan Urusan
Daerah Pemeri
ntahan
Daerah
XXX.0 Penyediaan Jasa n/a 16 2.400.0 16 2.400.0 Subbag Kab.
1.208.0 | Jasa Surat pengiriman/pos kali 00 kali 00 Umum Bantul
1 Menyurat dan
Kepegaw
aian
Jumlah 2 2.520.0 2 2.646.0 2 2.520.0 2 2.646.0 2 10.332. Subbag Kab.
Laporan Lapor 00 Lapor 00 Lapor 00 Lapor 00 Lapor 000 Umum Bantul
Penyediaan an an an an an dan
Jasa  Surat Kepegaw
Menyurat aian
X.XX.0 Penyediaan Pembayaran 12 bulan 12 12.000. 12 12.000. Subbag Kab.
1.208.0 | Jasa rekening telepon bulan 000 bulan 000 Umum Bantul
2 Komunikasi, danKepe
Sumber Daya gaw aian
Air dan Listrik
Langganan 12 bulan 12 12
internet bulan bulan
Jumlah 12 12.600. 12 13.230. 12 12.600. 12 13.230. 12 51.660. Subbag Kab.
Laporan Lapor 000 Lapor 000 Lapor 000 Lapor 000 Lapor 000 Umum Bantul
Penyediaan an an an an an dan
Jasa Kepegaw
Komunikasi, aian
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan
X.XX.0 Penyediaan Jumlah Laporan n/a n/a n/a 2 31.500. 2 33.075. 2 31.500. 2 33.075. 2 129.150 | Subbag Kab.
1.208.0 | Jasa Peralatan | Penyediaan Lapor 000 Lapor 000 Lapor 000 Lapor 000 Lapor .000 Umum Bantul
3 dan Jasa Peralatan an an an an an dan
Perlengkapan dan Kepegaw
Kantor Perlengkapan aian
Kantor yang
Disediakan
X.XX.0 Penyediaan Laporan 3 dokumen | 3 149.651 3 149.651 Subbag Kab.
1.208.0 | Jasa Pelayanan kebersihan doku .868 doku .868 Umum Bantul
4 Umum Kantor lingkungan men men dan
kantor Kepegaw
Laporan 1 dokumen 1 1 aan
perawatan doku doku
kendaraan men men
Laporan 1 dokumen 1 1
kegiatan doku doku




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
administrasi men men
umum
Laporan 1 dokumen 1 1
perawatan IT doku doku
kantor men men
Jumlah 6 157.134 6 164.991 6 157.134 6 164.991 6 644.251 Subbag Kab.
Laporan Lapor .461 Lapor .184 Lapor 461 Lapor .184 Lapor .290 Umum Bantul
Penyediaan an an an an an dan
Jasa Kepegaw
Pelayanan aian
Umum Kantor
yang
Disediakan
X.XX.0 | Pemelihar aan | Sasaran
1.209 Barang Milik Kegiatan:
Daerah Terwujudnya
Penunjang Pemeliharaan
Urusan barang Milik
Pemerinta han | Daerah
Daerah penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Capaian Rerata 100% 100% | 292.777 | 100% | 307.41 100% | 322.78 100% | 307.41 100% | 322.78 100% | 1.553.1 | Subag Kab.
Kinerja capaian .184 6.043 6.845 6.043 6.845 82.960 Umum Bantul
Pemelihara an kinerja dan
Barang Milik sub Kepega
Daerah kegiatan w aian;
Penunjang pada Subbag
UrusanPemeri kegiatan Keuang
ntahan Pemelihar an dan
Daerah aan Aset
Barang
Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerinta
han
Daerah
XXX.0 Penyediaan Jumlah n/a n/a n.a 29 216.195 | 29 227.004 | 29 216.195 | 29 227.004 | 29 886.399 | Subbag Kab.
1.2.09. Jasa Kendaraan Unit .000 Unit .750 Unit .000 Unit .750 Unit .500 Keuanga Bantul
01 Pemeliharaan, Perorangan ndan
Biaya Dinas atau Aset




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Pemeliharaan, Kendaraan
dan Pajak Dinas Jabatan
Kendaraan yang Dipelihara
Perorangan dan dibayarkan
Dinas atau Pajaknya
Kendaraan
Dinas Jabatan
5.01. Penyediaan Bahan bakar 13778 Liter | 1315 205.900 13154 | 205.900 | Subbag Kab.
01 Jasa Pemelihara | minyak 4 .000 Liter .000 Keuanga Bantul
2.09.0 an, Biaya Liter ndan
2 Pemelihara an, Aset
Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasiona |
atau
Lapangan
Pajak 22 Unit 22 22
kendaraan Unit Unit
bermotor roda 2
Pajak 7 Unit 7 Unit 7 Unit
kendaraaan
bermotor roda 4
Pemeliharaan 22 Unit 22 22
dan Unit Unit
penggantian
suku cadang
kendaraan roda
2
Pemeliharaan 7 Unit 7 Unit 7 Unit
dan
penggantian
suku cadang
kendaraan roda
4
Jumlah Subbag Kab.
Kendaraan Keuanga Bantul
Dinas ndan
Operasional Aset
atau Lapangan
yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
5.01.01 Pemeliharaan Peralatan dan 119 Unit 126u 75.440. 126un | 75.440. Subbag Kab.




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
209.06 Peralatan dan mesin lainnya nit 000 it 000 Umum Bantul
MesinLainnya dan
Kepegaw
aian
Jumlah 126 79.212. 126 83.172. 126 79.212. 126 83.172. 126 324.769 | Subbag Kab.
Peralatan dan unit 000 unit 600 unit 000 unit 600 unit .200 Umum Bantul
Mesin Lainnya dan
yang Kepegaw
Dipelihara aian
XXX.0 Pemelihara Pemeliharaan 1 1 11.437. 1 11.437. Subbag Kab.
1.209.0 | an/Rehabil itasi | gedung kantor unit unit 184 unit 184 Umum Bantul
9 Gedung Kantor dan
dan Bangunan Kepegaw
Lainnya aian
Jumlah Gedung 1 Unit 12.009. 1 12.609. 1 12.009. 1 12.609. 1 49.237. Subbag Kab.
Kantor dan 043 unit 495 unit 043 unit 495 unit 076 Umum Bantul
Bangunan dan
Lainnya Kepegaw
yang aian
Dipelihara/ Dire
habilitasi
5 01 PROGRAM Sasaran
02 PERENCANAAN | Program:
R Terwujudnya
PENGENDALIA konsistensi
N DAN perencanaan
EVALUASI program
PEMBANGUNA kegiatan
N DAERAH pembangunan
Kabupaten dan
pelaksanaan
Persentase Jumlah 100 100 2.351.1 | 100 3.117.1 | 100 3.475.2 | 100 4.348.5 | 100 4.646.1 | 100 17.938. | Bidang Kab.
kesesuaian pernyataa % % 35.980 % 73.929 % 19.775 % 90.929 % 05.575 % 226.18 Perenca Bantul
substansi n evaluasi 9 naan
evaluasi kebijak an
kebijakan RKPD
perencanaan yang
pembangunan sesuai
daerah dibagi
tahunan Jjumlah
(RKPD) pernyataa
n evaluasi
kebijakan
RKPD
yang
diamanat




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA Tgf;ﬁ” RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
kan
peraturan
Mendagri
x
100%
Persentase Jumlah 95% 95% 95,5 96% 96,5 97% 97% Bidang Kab.
indikator indikator % % Litbang Bantul
sasaran sasaran d al
Renstra Renstra
Perangkat perangkat
Daerah yang daerah
mencapai yang
predikat mencapai
Tinggi dan predikat
sangat tinggi Tinggi
(%) dan
sangat
tinggi
dibagi
jumlah
indikator
sasaran
Renstra
perangkat
daerah x
100%
5.01.02 | Penyusunan Sasaran
.2.01. Perencanaan Kegiatan:
dan Tersusunnya
Pendanaan Perencanaan
dan Pendanaan
Persentase Jumlah 100 100 1.425.1 100 1.819.1 100 2.011.6 100 2.471.9 100 2.635.9 100 8.938.6 Kip Kab.
hasil dokumen % % 44.360 % 27.653 % 29.485 % 42.653 % 20.260 % 20.051 Substan Bantul
penyusunan perencana si
dokumen an yang Perenca
perencanaan telah naan
pembangunan ditetapka dan
daerah yang n dengan Pendana
telah perkada an
ditetapkan /perda APBD;
dengan dibagi Klp
perkada/perda | jumlah Substan
keseluruh si
an Perenca
dokumen naan
perencana Pendana
an an
pembangu Keistime




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
nan waan
daerah dan
kali Non
100% APBD
501 Pelaksanaan Berita Acara 2 Dokumen | 1 31.000. 1 31.000. Kip Kab.
02 Konsultasi Konsultasi Doku 000 Doku 000 Substans | Bantul
2.01 Publik Publik RKPD men men i
03 dan RPJMD Perencan
aan dan
Pendana
an APBD
Jumlah Berita 1 32.550. 1 34.177. 2 32.550. 1 34.177. 1 133.455 Kip Kab.
Acara Berita 000 Berita 500 Berita 000 Berita 500 Berita .000 Substans | Bantul
Konsultasi Acara Acara Acara Acara Acara i
Publik Perencan
aan dan
Pendana
an APBD
5 Koordinasi Berita Acara 1 Dokumen | 1 32.403. 1 32.403. Klp Kab.
01022. Pelaksanaan Hasil Forum Doku 870 Doku 870 Substans | Bantul
0104 Forum Lintas PD men men i
SKPD/ Lintas Perencan
SKPD aan dan
Pendana
an APBD
Laporan 1 Dokumen | 1 1 Kip Kab.
pelaksanaan Doku Doku Substans | Bantul
tugas tenaga men men i
administrasi Perencan
Subid aan dan
Perencanaan Pendana
dan pendanaan an APBD
APBD
Jumlah Berita 1 34.024. 1 35.725. 1 34.024. 1 35.725. 1 139.498 | Klp Kab.
Acara Forum Berita 064 Berita 267 Berita 064 Berita 267 Berita .662 Substans | Bantul
Perangkat Acara Acara Acara Acara Acara i
Daerah/ Lintas Perencan
Perangkat aan dan
Daerah Pendana
an APBD
501 Pelaksanaan Berita Acara 1 Dokumen | 1 37.000. 1 37.000. Kip Kab.
02 Musrenbang Musrenbang Doku 000 Doku 000 Substans | Bantul
2.01 Kabupaten Kab. Bantul men men i
05 / Kota Perencan
aan dan
Pendana
an APBD




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Jjumlah Berita 1 38.850. 1 40.792. 1 38.850. 1 40.792. 1 159.285 | Klp Kab.
Acara Berita 000 Berita 500 Berita 000 Berita 500 Berita .000 Substans | Bantul
Musrenbang Acara Acara Acara Acara Acara i
Kabupaten/ Kot Perencan
a aan dan
Pendana
an APBD
501 Penyiapan Dokumen 2 Dokumen | 2 132.403 2 132.403 | Klp Kab.
02 Bahan usulan prioritas Doku .870 Doku .870 Substans | Bantul
2.01 Koordinasi perencanaan men men i
06 Musrenbang pembangunan Perencan
Kecamatan kewilayahan aan dan
(usulan prioritas Pendana
perenc pemb an APBD
kewil desa dan
kecamatan)
Laporan 1 Dokumen | 1 1 Klp Kab.
pelaksanaan Doku Doku Substans | Bantul
tuags tenaga men men i
administrasi Perencan
Sub Bidang aan dan
Perencanaan Pendana
dan Pendanaan an APBD
APBD
Jumlah Usulan 1 139.024 1 145.975 1 139.024 1 145.975 1 569.998 Kip Kab.
yang Usula .064 Usula .267 Usula .064 Usula .267 Usula .662 Substans | Bantul
Terverifikasi n n n n n i
oleh Perencan
Kecamatan aan dan
Pendana
an APBD
5 Koordinasi Rancangan 5 Dokumen | 4 1.192.3 4 1.192.3 Klp Kab.
01022. Penyusunan Perkada (Renja Doku 36.620 Doku 36.620 Substans | Bantul
0107 dan Penetapan PD, Perubahan men men i
Dokumen Renja PD, Perencan
Perencanaan RKPD, aan dan
Pembangunan Perubahan Pendana
Daerah RKPD, Renstra) an
Kabupaten/ Kot APBD;Klp
a Substans
Dokumen n/a L
Rancangan Perencan
RPJPD aan
Pendana
Dokumen 1 Dokumen an
Rancangan Keistime
RPJMD




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Laporan n/a 2 2 waan
persiapan Doku Doku dan Non
Penyusunan men men APBD
RPJPD dan
RPJMD
Dokumen 1 Dokumen
Rancangan
Teknokratik
RPJMD
Laporan 1 Dokumen | 1 1
pelaksanaan DOku DOku
tugas tenaga men men
administrasi
Subid
Perencanaan
dan pendanaan
keistimewaan
dan Non APBD
Jumlah 4 1.574.6 4 1.754.9 5 2.227.4 4 2.379.2 4 7.936.3 Klp Kab.
Dokumen Doku 79.525 doku 58.951 doku 94.525 doku 49.726 doku 82.727 Substans | Bantul
Perencanaan men men men men men i
Pembangunan Perencan
Daerah aan dan
Kabupaten/ Kot Pendana
a yang an APBD;
Ditetapkan Klp
(RPJPD/RPJMD Substans
/RKPD) i
Perencan
aan
Pendana
an
Keistime
waan
dan Non
APBD
5 Analisis Data Sasaran
01022. | dan Informasi Kegiatan:Terw
02 Pemerintahan ujudnya
Daerah Bidang | Analisis Data
Perencanaan dan Informasi
Pembangunan Pemerintahan
Daerah Daerah Bidang
Perencanaan
Pembangunan

Daerah




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Persentase Jumlah 100 100 434.835 | 100 456.57 100 479.40 100 456.57 100 479.40 100 1.871.9 | Kilp Kab.
ketersediaan data yang % % .120 % 6.876 % 5.720 % 6.876 % 5.720 % 65.192 Substan | Bantul
data dan dibutuh si Data
informasi kan dan
perencanaan dibagi Informa
jumlah si
keseluruh
an data
kali
100%
501 Analisis Data Dokumen hasil n/a 3 350.535 3 350.535 | Klp Kab.
02 dan Informasi analisis data Doku .120 Doku .120 Substans | Bantul
2.02 Perencanaan dan informasi men men i Data
01 Pembangunan perencanaan dan
Daerah pembangunan Informasi
daerah (data
untuk
perencanaan,
data untuk
pelaksanaan,
data hasil)
Laporan 1 Dokumen | 1 1 Klp Kab.
pelaksanaan Doku Doku Substans | Bantul
tugas tenaga men men i Data
administrasi dan
Sub Bid Data Informasi
dan Informasi
Bid
Perencanaan
Jumlah 3 368.061 3 386.464 | 3 368.061 3 386.464 | 3 1.509.0 Kip Kab.
Masukan masu .876 masu .970 masu .876 masu .970 masu 53.692 Substans | Bantul
Analisis Data kan kan kan kan kan i Data
untuk dan
penyusunan Informasi
kebijakan
perencanaan
pembangunan
Daerah
501 Penyusunan Buku profil 1 Dokumen | 1 84.300. 1 84.300. Klp Kab.
02 Profil daerah Doku 000 Doku 000 Substans | Bantul
2.02 Pembangunan men men i Data
03 Daerah dan
Kabupaten Informasi
/ Kota
Dokumen sistem 1 Dokumen 1 1 Kip Kab.
informasi Doku Doku Substans | Bantul
pembangunan men men i Data




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
daerah dan
Informasi
Jumlah Buku 2 88.515. 2 92.940. 2 88.515. 2 92.940. 2 362.911 Kip Kab.
Profil Buku 000 Buku 750 Buku 000 Buku 750 Buku .500 Substans | Bantul
Pembangunan i Data
Daerah yang dan
Diterbitkan Informasi
501 Pengendalian, Sasaran
02 Evaluasi dan Kegiatan:
2.03 Pelaporan Terselenggaran
Bidang ya
Perencanaan Pengendalian,
Pembangunan Evaluasi dan
Daerah Pelaporan
Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase Rata- rata | 100 100 491.156 | 100 841.469 | 100 984.184 | 100 1.420.0 100 1.530.7 100 5.267.6 Kip Kab.
Dokumen dokumen % % .500 % .400 % .570 % 71.400 % 79.595 % 61.465 Substan Bantul
Perencanaan perencana si
dan dokumen an dan Pengend
perangkat dokumen alian
daerah yang perangkat dan
dikendalikan daerah Evaluasi
dan dievaluasi | yang Pemban
dikendali gunan
kan dan Pendana
dievaluasi an
dibanding APBD
kan dan Klp
dengan Substan
dokumen si
yang Pengend
dihasilka alian
n dan
Evaluasi
Pendana
an
Keistime
waan
dan
Non
APBD
501 Koordinasi Laporan 1 Dokumen | 1 95.906. 1 95.906. Kip Kab.
02 Pengendalian pengendalian Doku 500 Doku 500 Substans | Bantul




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
2.03 Perencanaan kebijakan men men i
01 dan penyusunan Pengend
Pelaksanaan RKPD alian dan
Pembangunan Evaluasi
Daerah di Pembang
Kabupaten unan
/Kota Pendana
Laporan 1 Dokumen | 1 1 an APBD
pengendalian Doku Doku
dan evaluasi men men
pelaksanaan
RKPD
Laporan n/a 1 1
pengendalian Doku Doku
APBD men men
LKPJ 1 Dokumen 1 1
Doku Doku
men men
Laporan 1 Dokumen | 1 1
evaluasi Doku Doku
pelaksanaan men men
RPJMD
Jumlah Laporan 3 426.456 | 3 548.421 | 3 1.005.0 3 1.095.0 3 3.074.9 Klp Kab.
Hasil Lapor .900 Lapor 445 Lapor 58.900 Lapor 16.470 Lapor 53.715 Substans | Bantul
Pengendalian an an an an an i
Perencanaan Pengend
dan alian dan
Pelaksanaan Evaluasi
Pembangunan Pembang
unan
Pendana
an APBD
501 Monitoring, Laporan DAK 4 Dokumen | 4 395.250 4 395.250 | Klp Kab.
02 Evaluasi dan Doku .000 Doku .000 Substans | Bantul
2.03 Penyusunan men men i
03 Laporan Pengend
Berkala alian dan
Pelaksanaan Evaluasi
Pembangunan Pendana
Daerah an
Keistime
waan
dan Non
APBD
Laporan n/a 3 3 Kip Kab.
evaluasi hasil Doku Doku Substans | Bantul




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
pembangunan men men i
daerah Pengend
alian dan
Evaluasi
Pendana
an
Keistime
waan
dan Non
APBD
Jumlah Laporan 5 415.012 | 5 435.763 | 5 415.012 | 5 435.763 | 5 1.701.5 Kip Kab.
Hasil Evaluasi Lapor .500 Lapor 125 Lapor .500 Lapor 125 Lapor 51.250 Substans | Bantul
Kinerja an an an an an i
Pembangunan Pengend
Daerah alian dan
Evaluasi
Pendana
an
Keistime
waan
dan Non
APBD
5 01 PROGRAM Sasaran
03 KOORDINASI Program:
DAN 1. Tercapainya
SINKRONISASI | target kinerja
PERENCANAAN | perencanaan
PEMBANGUNA pembangunan
N DAERAH bidang
pemerintahan
dan
pembangunan

manusia

2. Tercapainya
target kinerja
perencanaan
pembangunan
bidang
perekonomian
dan SDA

3. Tercapainya
target kinerja
perencanaan
pembangunan
bidang
infrastruktur
dan




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA Tgf;ﬁ” RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
kewilayahan
Persentase Jumlah sub | 100% 100% | 1.572.0 | 100% | 1.650.6 | 100% | 1.733.1 | 100% | 1.650.6 | 100% | 1.733.1 | 100% | 8.339.5 | Bidang Kab.
kesesuaian kegiatan 22.220 23.331 54.498 23.331 54.498 77.877 Pemerin | Bantul
sub kegiatan PDbidang tahan
Renja PD pemerintah dan
dengan an dan Pemban
Renstra PD pembangun gunan
bidang an manusia Manusia
pemerintahan dibagisub
dan kegiatan
pembangunan PD pada
manusia renstra
bidang
pemerintah
an dan
pembangun
an
manusiakal
i 100%
Persentase Jumlah sub | 100 100 100 10% 100 100 100 Bidang Kab.
kesesuaian kegiatan % % % (0] % % % Perekon Bantul
sub kegiatan PD bidang omian
Renja PD perekonomi dan SDA
dengan Rensta | an dan
PD bidang SDA dibagi
perekonomian sub
dan SDA kegiatan
PD pada
renstra
bidang
perekonomi
an dan
SDA kali
100%
Persentase Jumlah sub | 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Kab.
kesesuaian kegiatan % % % % % % % Infrastr Bantul
sub kegiatan PD bidang u ktur
Renja PD infrastruktu dan
dengan rdan Kewilay
Renstra PD kewilayaha a han
bidang n dibagi
infrastruktur sub
dan kegiatan
kewilayahan PD pada
renstra
bidang
infrastruktu
rdan




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
kewilayaha
n kali 100%
5 01 Koordinasi Sasaran
03 Perencanaan Kegiatan:
2.01 Bidang Tercapainya
Pemerintahan Perencanaan
dan Bidang
Pembangunan Pemerintahan
Manusia dan
Pembangunan
Manusia
Cakupan Jumlah 100% 100% | 473.70 100% 497.38 100% 522.25 100% 497.38 100% 522.25 100% 2.512.9 | Kilp Kab.
dokumen dokumen 2.980 8.129 7.535 8.129 7.535 94.308 Substan | Bantul
perencanaan perencana si
pada bidang an yang Pemerin
pemerintahan dikoordin tahan,
dan asikan Kip
pembangunan dibagi Substan
manusia Jjumlah si Kesra,
dokumen dan Klp
perencana Substan
an PD si
bidang Pemban
pemerinta gunan
han dan Manusia
pembangu
nan
manusia
501 Koordinasi Perencanaan n/a 1 35.000. 1 35.000. Kip Kab.
03 Penyusunan pembangunan doku 000 doku 000 Substans | Bantul
2.01 Dokumen daerah bidang men men i
01 Perencanaan pemerintahan Pemerint
Pembangunan ahan
Daerah Bidang
Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Jumlah Kip Kab.
Dokumen Substans | Bantul
Perencanaan i
Pembangunan Pemerint
Daerah Bidang ahan
Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
501 Asistensi Rancangan n/a 52 35.000. 52 35.000. Kip Kab.
03 Penyusunan Renja PD dan Doku 000 Doku 000 Substans | Bantul




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

Rp

TAR
GET

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

ET Rp

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

2.01
02

Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah Bidang
Pemerintahan

Perubahan
Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan
terverifikasi

Rancangan
akhir Renja PD
dan Perubahan
Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan
terverifikasi

n/a

52
Doku

Rancangan
Renstra PD
lingkup Bid.
Pemerintahan
terverifikasi

n/a

Rancangan
akhir Renstra
PD lingkup Bid.
Pemerintahan
terverifikasi

n/a

52
Doku

i
Pemerint
ahan

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Asistensi dalam
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah

29
Peran
gkat
daera

36.750.
000

29
Peran
gkat
daera

38.587.
500

29
Peran
gkat
daera

36.750.
000

29
Peran
gkat
daera

38.587.
500

29 150.675
Peran .000
gkat
daera

Kip
Substans
i
Pemerint
ahan

Kab.
Bantul

501

2.01
04

Koordinasi
Pelaksanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Pemerintahan

Rencana tindak
lanjut sinergitas
dan
harmonisasi
kegiatan bidang
pemerintahan

n/a

Laporan
pelaksanaan
tugas tenaga
administrasi
sub bid

1 Dokumen

63.835.
120

1 63.835.
120

Kip
Substans
i
Pemerina
tahan

Kab.
Bantul




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
pemerintahan
Bid
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Manusia
Laporan n/a 26 26
pengendalian Doku Doku
dan evaluasi men men
lingkup bidang
pemerintahan
Jumlah Laporan 1 103.776 | 1 108.965 | 1 103.776 | 1 108.965 | 1 425.485 | Klp Kab.
Hasil Lapor .876 Lapor .720 Lapor .876 Lapor .720 Lapor .192 Substans | Bantul
SinkronisasiRen an an an an an i
stra/Renja Pemerina
dengan tahan
RKPD/RPJMD
padaBidang
Pemerintahan
501 Koordinasi Dokumen n/a 1 132.362 1 132.362 | Klp Kab.
03 Penyusunan perencanaan doku .500 doku .500 Substans | Bantul
2.01 Dokumen pembangunan men men i Kesra
05 Perencanaan daerah bidang dan Klp
Pembangunan pembangunan Substans
Daerah Bidang manusia i
Pembangu nan Pembang
Manusia unan
(RPJPD, RPJMD Manusia
dan RKPD)
Jumlah Klp Kab.
Dokumen Substans | Bantul
Perencanaan i Kesra
Pembangunan dan Klp
Daerah Bidang Substans
Pembangunan i
Manusia yang Pembang
Dikoordinir unan
Penyusunannya Manusia
(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)
501 Asistensi Rancangan n/a 20 395000 20 395000 Kip Kab.
03 Penyusunan Renja murni Doku 00 Doku 00 Substans | Bantul
2.01 Dokumen dan Perubahan men men i Kesra
06 Perencanaan PD lingkup dan Klp
Pembangunan bidang Substans
Perangkat pembangunan i
Daerah Bidang manusia Pembang




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

TARG

Rp

TAR
GET

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

ET Rp

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

Pembangunan
Manusia

terverifikasi

Rancangan
akhir Renja PD
dan Perubahan
Renja PD
lingkup bidang
pembangunan
manusia
terverifikasi

n/a

20
Doku

Rancangan
Renstra PD
lingkup Bid.
Pembangunan
manusia
terverifikasi

n/a

Rancangan
akhir Renstra
PD lingkup Bid.
Pembangunan
manusia
terverifikasi

n/a

20
Doku

unan
Manusia

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
Mendapatkan
Asistensi dalam
Penyusunan
Renstra/Renja
Bidang
Pembangunan
Manusia

11
peran
gkat
daera

41.475.
000

11
peran
gkat
daera

43.548.
750

11
peran
gkat
daera

41.475.
000

11
peran
gkat
daera

43.548.
750

11 170.047
peran .500
gkat
daera

Klp
Substans
i Kesra
dan Klp
Substans

i
Pembang
unan
Manusia

Kab.
Bantul

Koordinasi
Pelaksanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Pembangunan
Manusia

Rencana tindak
lanjut sinergitas
dan
harmonisasi
kegiatan bidang
pembangunan
manusia

n/a

Laporan
pelaksanaan
tugas tenaga
administrasi
sub bid
kesejahteraan

3 Dokumen

168.005
.360

2 168.005
.360

Klp
Substans
i Kesra
dan Klp
Substans

i
Pembang
unan
Manusia

Kab.
Bantul




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
rakyat dan
subbid
pembangunan
manusia
Laporan n/a 10 10
pengendalian Doku Doku
dan evaluasi men men
lingkup bidang
pembangunan
manusia
Jumlah Laporan 1 315.386 1 331.155 1 315.386 1 331.155 1 1.293.0 Kip Kab.
Hasil Lapor .253 Lapor .565 Lapor .253 Lapor .565 Lapor 83.636 Substans | Bantul
SinkronisasiRen an an an an an i Kesra
stra/Renja dan Klp
dengan Substans
RKPD/RPJMD i
padaBidang Pembang
Pembangunan unan
Manusia Manusia
5 01 Koordinasi Sasaran
03 Perencanaan Kegiatan:
2.02 Bidang Tercapainya
Perekonomian Perencanaan
dan SDA Bidang
(Sumber Daya Perekonomian
Alam) dan SDA
(Sumber Daya
Alam)
Cakupan Jumlah 100 100 668.184 | 100 701.593 | 100 736.672 | 100 701.593 | 100 736.672 | 100 3.544.7 Kilp Kab.
dokumen dokumen % % .120 % .326 % .993 % .326 % .993 % 16.758 Substan Bantul
perencanaan perencana si
pada bidang an yang Perekon
perekonomian dikoordin omian
dan SDA asikan dan Klp
dibagi Substan
Jjumlah si SDA
dokumen
perencana
an PD
bidang
perekono
mian dan
SDA
501 Koordinasi Perencanaan n/a 1 163.999 1 163.999 | Klp Kab.




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

Rp

TAR
GET

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

ET Rp

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

03
2.02
01

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Perekonomian
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)

pembangunan
daerah bidang
perekonomian

Dokumen
analisis fiskal
Kabupaten
Bantul

1 Dokumen

Dokumen
analisis
ekonomi makro
Kabupaten
Bantul

1 Dokumen

.000

Doku .000

Substans
i
Perekono
mian

Bantul

Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Perekonomian
yang Dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)

Klp
Substans
i
Perekono
mian

Kab.
Bantul

501

2.02
02

Asistensi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah Bidang
Perekonomian

Rancangan
Renja murni
dan Perubahan
PD lingkup
bidang
perekonomian
terverifikasi

n/a

Rancangan
akhir Renja PD
dan Perubahan
Renja PD
lingkup bidang
perekonomian
terverifikasi

n/a

Rancangan
Renstra PD
lingkup Bid.
Perekonomian
terverifikasi

n/a

41.250.
000

6 41.250.
000

Klp
Substans
i
Perekono
mian

Kab.
Bantul




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Rancangan n/a
akhir Renstra
PD lingkup Bid.
Perekonomian
terverifikasi
Jumlah 4 43.312. 4 45.478. 4 43.312. 4 45.478. 4 177.581 Kip Kab.
Perangkat Peran 500 Peran 125 Peran 500 Peran 125 Peran .250 Substans | Bantul
Daerah yang gkat gkat gkat gkat gkat i
Mendapatkan daera daera daera daera daera Perekono
Asistensi dalam h h h h h mian
Penyusunan
Renstra/Renja
Bidang
Perekonomian
) Koordinasi Rencana tindak n/a 1 274.100 1 274.100 | Klp Kab.
01032. Pelaksanaan lanjut sinergitas Doku .000 Doku .000 Substans | Bantul
0204 Sinergitas dan dan men men i
Harmonisasi harmonisasi Perekono
Perencanaan kegiatan bidang mian
Pembangunan perekonomian
Daerah
BidangPerekono
m ian
Laporan CSR 1 Dokumen | 1 1
DOku DOku
men men
Laporan n/a 3 3
pengendalian Doku Doku
dan evaluasi men men
bidang
perekonomian
Jumlah Laporan 3 460.003 | 3 483.004 | 3 460.003 | 3 483.004 | 3 1.886.0 Kip Kab.
Hasil Lapor .950 Lapor .148 Lapor .950 Lapor .148 Lapor 16.196 Substans | Bantul
Sinkronisasi an an an an an i
Renstra/Renja Perekono
dengan mian
RKPD/RPJMD
pada
Bidang
Perekonomian
501 Koordinasi Perencanaan n/a 1 70.000. 1 70.000. Kip Kab.
03 Penyusunan pembangunan doku 000 doku 000 Substans | Bantul
2.02 Dokumen daerah bidang men men i SDA
05 Perencanaan SDA
Pembangunan
Daerah Bidang
SDA (RPJPD,




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,

PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB

KEGIATAN

(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

TARG

Rp

TAR
GET

Rp

TARG Rp

TARG Rp

TARG

Rp

TARG

ET Rp

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

RPJMD dan
RKPD)

Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
SDA yang
Dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)

Kip
Substans
i SDA

Kab.
Bantul

Asistensi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah Bidang
SDA

Rancangan
Renja murni
dan Perubahan
PD lingkup
bidang SDA
terverifikasi

n/a

35.000.
000

Rancangan
akhir Renja PD
dan Perubahan
Renja PD
lingkup bidang
SDA
terverifikasi

n/a

Rancangan
Renstra PD
lingkup Bid.
SDA
terverifikasi

n/a

Rancangan
akhir Renstra
PD lingkup Bid.
SDA
terverifikasi

n/a

Klp
Substans
i SDA

Kab.
Bantul

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
Mendapatkan
Asistensi dalam
Penyusunan
Renstra/Renja
Bidang SDA

Peran
gkat
daera

36.750.
000

4 38.587.
Peran 500
gkat
daera

4 36.750.
Peran 000
gkat
daera

Peran
gkat
daera

38.587.
500

4 150.675
Peran .000
gkat
daera

Klp
Substans
i SDA

Kab.
Bantul

501

Koordinasi

Rencana tindak

n/a

83.835.

1 83.835.

Kip

Kab.




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

Rp

TAR
GET

Rp

TARG

Rp

TARG Rp

TARG Rp

TARG

ET Rp

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

03
2.02
08

Pelaksanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
SDA

lanjut sinergitas
dan
harmonisasi
kegiatan bidang
SDA

Laporan
pelaksanaan
tugas tenaga
administrasi
subbid SDA Bid.
Perekonomian
dan SDA

1 Dokumen

Laporan
pengendalian
dan evaluasi
bidang SDA

n/a

120

Doku 120

Doku
men

Substans
i SDA

Bantul

Jumlah Laporan
Hasil
SinkronisasiRen
stra/Renja
dengan
RKPD/RPJMD
padaBidang
SDA

Lapor
an

161.526
.876

Lapor
an

169.603
.220

1 161.526
Lapor .876
an

1 169.603
Lapor 220
an

1 662.260
Lapor .192
an

Klp
Substans
i SDA

Kab.
Bantul

501

2.03

Koordinasi
Perencanaan
Bidang
Infrastruktur
dan
Kewilayahan

Sasaran
Kegiatan:
Tercapainya
Perencanaan
Bidang
Infrastruktur
dan
Kewilayahan

Cakupan
dokumen
perencanaan
pada bidang
Infrastruktur
dan
Kewilayahan

Jumlah
dokumen
perencana
an yang
dikoordin
asikan
dibagi
Jjumlah
dokumen
perencana
an PD
bidang
infrastruk

100
%

100
%

430.13
5.120

100
%

451.64
1.876

100
%

474.22
3.970

100 451.64
% 1.876

100 474.22
% 3.970

100 2.281.8
% 66.812

Klp
Substan
si
Infrastr
u ktur
dan Klp
Substan
si
Kewilay
a han

Kab.
Bantul




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
tur dan
kewilayah
an
501 Koordinasi Perencanaan n/a 1 35.000. 1 35.000. Kip Kab.
03 Penyusunan pembangunan doku 000 doku 000 Substans | Bantul
2.03 Dokumen daerah bidang men men i
01 Perencanaan infrastruktur Infrastru
Pembangunan ktur
Daerah Bidang
Infrastruktur
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Jumlah Klp Kab.
Dokumen Substans | Bantul
Perencanaan i
Pembangunan Infrastru
Daerah Bidang ktur
Infrastruktur
yang Dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)
5 Asistensi Rancangan n/a 4 35.000. 4 35.000. Klp Kab.
01032. Penyusunan Renja murni Doku 000 Doku 000 Substans | Bantul
0302 Dokumen dan Perubahan men men i
Perencanaan PD lingkup Infrastru
Pembangunan bidang ktur
Perangkat infrastruktur
Daerah Bidang terverifikasi
Infrastruktur
Rancangan n/a 4 4
akhir Renja PD Doku Doku
dan Perubahan men men
Renja PD
lingkup bidang
infrastruktur
terverifikasi
Rancangan n/a
Renstra PD
lingkup Bid.
infrastruktur
terverifikasi
Rancangan n/a
akhir Renstra
PD lingkup Bid.
infrastruktur
terverifikasi




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
Jumlah 2 36.750. 2 38.587. 2 36.750. 2 38.587. 2 150.675 | Klp Kab.
Perangkat Peran 000 Peran 500 Peran 000 Peran 500 Peran .000 Substans | Bantul
Daerah yang gkat gkat gkat gkat gkat i
Mendapatkan daera daera daera daera daera Infrastru
Asistensi dalam h h h h h ktur
Penyusunan
Renstra/Renja
Bidang
Infrastruktur
501 Koordinasi Rencana tindak n/a 1 211.300 1 211.300 | Klp Kab.
03 Pelaksanaan lanjut sinergitas Doku .000 Doku .000 Substans | Bantul
2.03 Sinergitas dan dan men men i
04 Harmonisasi harmonisasi Infrastru
Perencanaan kegiatan bidang ktur
Pembangunan infrastruktur
Daerah Bidang
Infrastruktur
Laporan n/a 2 2
pengendalian Doku Doku
dan evaluasi men men
bidang
infrastruktur
Jumlah Laporan 1 258.615 | 1 271.545 | 1 258.615 | 1 271.545 | 1 1.060.3 Klp Kab.
Hasil Lapor .000 Lapor .750 Lapor .000 Lapor .750 Lapor 21.500 Substans | Bantul
SinkronisasiRen an an an an an i
stra/Renja Infrastru
dengan ktur
RKPD/RPJMD
padaBidang
Infrastruktur
501 Koordinasi Perencanaan n/a 1 35.000. 1 35.000. Klp Kab.
03 Penyusunan pembangunan doku 000 doku 000 Substans | Bantul
2.03 Dokumen daerah bidang men men i
05 Perencanaan kewilayahan Kewilaya
Pembangunan han
Daerah Bidang
Kewilayahan
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Jumlah Kip Kab.
Dokumen Substans | Bantul
Perencanaan i
Pembangunan Kewilaya
Daerah Bidang han
Kewilayahan
yang Dikoordinir
Penyusunannya




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

TARG

Rp

TAR
GET

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

ET Rp

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)

501

2.03
06

Asistensi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah Bidang
Kewilayahan

Rancangan
Renja murni
dan Perubahan
PD lingkup
bidang
kewilayahan
terverifikasi

n/a

Rancangan
akhir Renja PD
dan Perubahan
Renja PD
lingkup bidang
kewilayahan
terverifikasi

n/a

Rancangan
Renstra PD
lingkup Bid.
kewilayahan
terverifikasi

n/a

Rancangan
akhir Renstra
PD lingkup Bid.
kewilayahan
terverifikasi

n/a

35.000.
000

6 35.000.
000

Doku
men

Kip
Substans
i
Keuwilaya
han

Kab.
Bantul

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
Mendapatkan
Asistensi dalam
Penyusunan
Renstra/Renja
Bidang
Kewilayahan

Peran
gkat
daera

36.750.
000

Peran
gkat
daera

38.587.
500

Peran
gkat
daera

36.750.
000

Peran
gkat
daera

38.587.
500

4 150.675
Peran .000
gkat
daera

Klp
Substans
i
Kewilaya
han

Kab.
Bantul

501

2.03
08

Koordinasi
Pelaksanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Kewilayahan

Rencana tindak
lanjut sinergitas
dan
harmonisasi
kegiatan bidang
kewilayahan

n/a

Laporan
pelaksanaan

1 Dokumen

Doku

78.835.
120

1 78.835.
120

Doku

Kip
Substans
i
Kewilaya
han

Kab.
Bantul




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,

PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB

KEGIATAN

(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

Rp

TAR
GET

Rp

TARG Rp

TARG Rp

TARG Rp

TARG

ET Rp

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

tugas tenaga
administrasi
subbid
kewilayahan
Bid,
infrastruktur
dan
kewilayahan

Laporan
pengendalian
dan evaluasi
bidang
kewilayahan

n/a

Jumlah Laporan
Hasil
Sinkronisasi
Renstra/Renja
dengan
RKPD/RPJMD
pada

Bidang
Kewilayahan

Lapor
an

119.526
.876

1 125.503
Lapor 220
an

1 119.526
Lapor .876
an

1 125.503
Lapor 220
an

1 490.060
.192

Klp
Substans
i
Kewilaya
han

Kab.
Bantul

0110

PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN
KEISTIMEWAA
N URUSAN
KELEMBAGAA
N DAN
KETATALAKSA
NAAN

Sasaran
Program:Terca
painya
perencanaan
dan
pengendalian
urusan
Keistimewaan
yang
berkualitas

Persentase
Perencanaan
dan
Pengendalian
Urusan
Keistimewaan
yang
Berkualitas

Dokumen
perencana
an dan
pengendal
ian yang
disusun
sesuai
dengan
tatakala
target
waktu
dibagi
dengan
seluruh

90%

100
%%

330.50
2.000

100
%

460.44
6.000

100 506.41
% 3.800

100 554.06
% 5.000

100 601.31
% 5.000

100 2.452.7
% 41.800

Bidang
Perenca
naan
dan
Bidang
Litbang
dal

Kab.
Bantul




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TUJUAN, KINII;?\I}’EI?"IQ DA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA Tgf;ﬁ” RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
dokumen
perencana
an dan
pengendal
ian
dikali
100%
4 01 Perencanaan Sasaran
10 dan Kegiatan:
1.06 Pengendalian Tersusunnya
Pelaksanaan Rencana
Kegiatan Program dan
Keistimewaan Kegiatan
Keistimewaan
Persentase Capaian 90% 100% | 330.50 100% 460.44 100% 506.41 100% 554.06 100% 601.31 100% 2.452.7 | Klp Kab.
capaian kinerja 2.000 6.000 3.800 5.000 5.000 41.800 Substan Bantul
kinerja dari 2 si
perencanaan sub Perenca
dan kegiatan naan
pengnedalian dibagi 2 Pendana
pelaksanaan an
kegiatan Keistime
keistimewaan waan
dan
Non
APBDda
n Klp
Substan
si
Pengend
alian
dan
Evaluasi
Pendana
an
Keistime
waanda
n Non
APBD
Penyusunan Rencana 4 Dokumen | 4 165.320 4 165.320 | Klp Kab.
Rencana program dan Doku .000 Doku .000 Substans | Bantul
Program dan kegiatan men men i
Kegiatan keistimewaan Perencan
Keistimewaan aan
Pendana
an
Keistime




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
KODE /SUB (ourcomg), | FORMULA T;HMI;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
waan
dan Non
APBD
Jumlah Program 4 230.295 Klp Kab.
dan Kegiatan doku .450 Substans | Bantul
Keistimewaan men i
yang Disusun** Perencan
Jumlah 4 253.282 | 4 277.104 | 4 300.733 | 16 1.061.4 | 4an
Dokumen Doku | .973 Doku | .950 Doku | .573 Doku | 16.946 | Pendana
Rencana men men men men** an
Program dan * Keistime
Kegiatan waan
Keistimewaan dan Non
Urusan APBD
Kelembagaan
yang Disusun
Monitoring dan Laporan 6 Dokumen | 6 165.182 6 165.182 | Klp Kab.
Evaluasi pengendalian Doku .000 Doku .000 Substans | Bantul
Pelaksanaan dan evaluasi men men i
Dana DAIS Pengend
Keistimewaan alian dan
se-DIY Evaluasi
Pendana
an
Keistime
waan
dan Non
APBD
Jumlah Laporan 4 230.150
Hasil Monitoring Lapor .550
dan an
EvaluasiPelaksa
naan Dana
Keistimewaan
Se-DIY**
Jumlah Laporan 4 253.130 4 276.960 4 300.581 16
Hasil Monitoring Lapor .827 Lapor .050 Lapor 427 Lapor
dan Evaluasi an an an an***
Pelaksanaan
Dana
Keistimewaan
Urusan
Kelembagaan
2 22 PROGRAM Sasaran
08 PENYELENGGA Program:




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

TARG

Rp

TAR

GET Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

ET Rp

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

RAAN
KEISTIMEWAA
N
YOGYAKARTA
URUSAN
KEBUDAY AAN

Tercapainya
tingkat
pelestarian
Situs Warisan
Geologi
(Geoheritage)

Capaian Tingkat
Pelestarian

Situs Warisan
Geologi
(Geoheritage)

Rata- rata
persentase
luas zona
inti
terkonserva
si dibagi
luas zona
inti per
Geoheritag
e

10%

10%

20% 320.00

0.000

50%

200.00
0.000

70%

200.00
0.000

90%

200.00
0.000

90% 920.00

0.000

Bidang
Infrastr
uktur
dan
Kewilay
a han

Kab.
Bantul

2 22

1.04

Pelestarian
Cagar Budaya
dan warisan
Budaya

Sasaran
Kegiatan:
Tercapainya
luasan yang
terkonservasi
dalam zona initi

Capaian
luasan yang
terkonservasi
di dalam zona
inti

Luasan
yang
berhasil
dikonserv
asi dibagi
luas zona
inti kali
100%

10%

10
%

20% 320.00

0.000

50%

200.00
0.000

70%

200.00
0.000

90%

200.00
0.000

90% 920.00

0.000

Kip
Substan
si
Kewilay
ahan

Kab.
Bantul

222

1.04
01

Tata Kelola
Cagar Budaya
dan Warisan
Budaya

Laporan
fasilitasi forum
Situs Warisan
Geologi
(Geoheritage)

n/a

Laporan
fasilitasi
Pengelola Situs
Warisan Geologi
(Geoheritage)

n/a

Laporan
Pengembangan
Situs Warisan
Geologi

n/a

Kajian
identifikasi

n/a

Klp
Substans
i
Kewilaya
han

Kab.
Bantul




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)

FORMULA

KINERJA
TAHUN
2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

TARG Rp

TAR
GET

Rp

TARG Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

ET Rp

potensi zona
pengembangan
Situs Warisan
Geologi
(Geoheritage)
Sesar Opak
Bukit Mengger
dan Gumuk
Pasir
Parangtritis

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

Kajian
identifikasi
potensi zona
pengembangan
Situs Warisan
Geologi
(Geoheritage)
Sesar Opak
Bukit Mengger
dan Gumuk
Pasir
Parangtritis**

n/a

doku
men

320.000
.000

Fasilitasi Forum
Warisan Geologi
(Geoheritage)
Kabupaten
Bantul**

n/a

lapora

Fasilitasi
Pengelola Situs
Warisan Geologi
Sesar Opak
Bukit Mengger
dan Gumuk
Pasir
Parangtritis**

n/a

lapora

Jumlah Objek
Cagar Budaya
dan Warisan
Budaya yang
Dikelola

n/a

Objek

200.000
.000

Objek

Objek

200000
000

Objek

200.000
.000

2 920.000
Doku .000
men

Lapor
an

Lapor
an

Objek

Kip
Substans
i
Keuwilaya
han

Kab.
Bantul

2.
Meningkat
nya
penerapan
penelitian
dan

5 05
02

PROGRAM
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANG
AN DAERAH

Sasaran
Program:
Tercapainya
hasil penelitian
dan
pengembangan




TUJUAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
SASARAN KODE /SUB (OUTCOME), FORMULA Tgﬂoz I;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
pengemban yang sesuai
gan dalam dengan road
pembangu map SIDa
nan
Presentasi Hasil n/a 100% | 230.343 | 100% 241.860 | 100% 253.953 | 100% 241.860 | 100% 253.953 | 100% 1.221.9 Kab.
hasil Penelitian .740 .927 .973 .927 .973 73.540 Bantul
penelitian dan
dan Pengemba
pengembangan | ngan yang
yang dimanfaat
dimanfaatkan kan
dibagi
Seluruh
hasil
penelitian
dan
pengemba
ngankali
100%
Persentase Jumlah n/a 100 100 100 100 100 100 Klp Kab.
hasil hasil % % % % % % Substan | Bantul
penelitian dan | penelitian si
pengembangan | dan Peneliti
yang sesuai pengemba an,
dengan road ngan yang Pengemb
map SIDa sesuai angan
dengan dan
road map Inovasi
SIDa Daerah
dibagi
jumlah
hasil
peneliti
an dan
pengemba
ngan
x 100%
505 Pengembangan | Sasaran
02 Inovasi dan Kegiatan:
2.04 Teknologi Pengembangan
Inovasi dan
Teknologi
Persentase Jumlah n/a 100 146.508 100 153.834 100 161.525 100 153.834 100 161.525 100 777.228 Klp Kab.
kegiatan pada kegiatan % .620 % .051 % .753 % .051 % .753 % .228 Substan Bantul
roadmap SIDa pada si
yang roadmap Peneliti
terlaksana SIDa yang an,
terlaksan Pengemb




TUJUAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
SASARAN KODE /SUB (OUTCOME), FORMULA TgHoz I;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
a dibagi angan
jumlah dan
kegiatan Inovasi
roadmap Daerah
SIDa x
100%
5 Penelitian, Pelayanan izin 100 izin 30 63.832. 30 63.832. Klp Kab.
05022. Pengembangan, KKN izin 500 izin 500 Substans | Bantul
0401 dan i
Perekayasaan Penelitia
di Bidang n,
Teknologi dan Pengemb
Inovasi angan
Updating n/a 1 1 dan
Inovasi
roadmap SIDa Doku Doku
men men Daerah
Jumlah 1 67.024. 1 70.375. 1 67.024. 1 70.375. 1 274.798
Dokumen Hasil Doku 125 Doku 331 Doku 125 Doku 331 Doku 912
Penelitian, men men men men men
Pengembangan,
dan
Perekayasaan
di Bidang
Teknologi dan
Inovasi
505 Sosialisasi dan Jurnal Riset 4 edisi 4 41.497. 4 edisi | 41.497. Kip Kab.
02 Diseminasi Daerah edisi 620 620 Substans | Bantul
2.04 Hasil-Hasil i
04 Kelitbangan Penelitia
Laporan tenaga 1 Dokumen | 1 1 n
administrasi Doku Doku Pengemb
subbid men men angan
o dan
penelitian, Inovasi
engembangan
Zanginovasig Daerah
daerah Bid,
Litbangdal
Jumlah Laporan 1 43.572. 1 45.751. 1 43.572. 1 45.751. 1 178.647
Hasil Lapor 501 Lapor 126 Lapor 501 Lapor 126 Lapor .254
Penyelenggaraa an an an an an
n
Sosialisasi dan
Diseminasi
Hasil-Hasil
Kelitbangan
505 Fasilitasi Hak Jumlah HKI n/a 10 41.178. 10 41.178. Kip Kab.




TUJUAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 AKHIR PERIODE KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM PENANG LOKASI
SASARAN KODE /SUB (OUTCOME), FORMULA T;Hoz I;N RENSTRA PD GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
02 Kekayaan terdaftar HKI 500 HKI 500 Substans | Bantul
2.04 Intelektual i
05 Penelitia
n,
Pengemb
angan
dan
Inovasi
Daerah
Jumlah Laporan 1 43.237. 1 45.399. 1 43.237. 1 45.399. 1 177.273 Kip Kab.
Pelaksanaan Lapor 425 Lapor 296 Lapor 425 Lapor 296 Lapor 442 Substans | Bantul
Fasilitasi Hak an an an an an i
Kekayaan Penelitia
Intelektual n,
Pengemb
angan
dan
Inovasi
Daerah
5 Penelitian dan | Sasaran
05022. Pengembangan | Kegiatan:Terse
01 Bidang lenggaranya
Penyelenggaaa | Penelitian dan
n Pengembangan
Pemerintahan Bidang
dan Penyelenggaraa
Pengkajian n Pemerintahan
Peraturan dan Pengkajian
Peraturan
Persentase Jumlah n/a 100 83.835. 100 88.026. 100 92.428. 100 88.026. 100 92.428. 100 444.745 | Klp Kab.
hasil litbang hasil % 120 % 876 % 220 % 876 % 220 % .312 Substan | Bantul
bidang litbang si
penyelenggara | bidang Peneliti
an penyeleng an,
pemerintahan garaan Pengemb
dan pemerinta angan
pengkajian han dan dan
peraturan pengkajia Inovasi
yang sesuai n Daerah
dengan road peraturan
map SIDa yang
sesuai
dengan
road map
SIDa x
Jumlah
hasil
litbang




INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA KONDISI
TUJUAN, KINERJA PADA UNIT
PROGRAM SASARAN, 2022 2023 2024 2025 2026 KERJA
/ KEGIATAN PROGRAM KINERJA AR e ODF | pENANG | LOKASI
TUJUAN SASARAN KODE /SUB (OUTCOME), FORMULA T;Hoz I;N GUNG
KEGIATAN KEGIATAN, JAWAB
DAN SUB TARG TAR TARG TARG TARG TARG
KEGIATAN ET Rp GET Rp ET Rp ET Rp ET Rp ET Rp
(OUTPUT)
bidang
penyeleng
garaan
pemerinta
han dan
pengkajia
n
peraturan
yang
dilaksana
kan
x100%
505 Pengelolaan Jumlah n/a 1 53.835. 1 53.835. Klp Kab.
02 Data penelitian Peneli | 120 Penelit | 120 Substans | Bantul
2.01 Kelitbangan dan tian ian i
12 Peraturan Penelitia
Laporan tenaga 1 Dokumen | 1 1 n
administrasi Doku Doku Pengemb
subbid men men angan
. dan
penelitian, Inovasi
pengembangan
dan inovasi Dagrah
daerah Bid,
Litbangdal
Jumlah Data 2 56.526. 2 59.353. 2 56.526. 2 59.353. 2 231.760 Kip Kab.
Kelitbangan dan Lapor 876 Lapor 220 Lapor 876 Lapor 220 Lapor .192 Substans | Bantul
Peraturan yang an an an an an i
Terkelola Penelitia
dengan Baik n,
Pengemb
angan
dan
Inovasi
Daerah
) Perumusan Rekomendasi n/a 1 30.000. 1 30.000. Kip Kab.
05022. Rekomendasi rencana Doku 000 Doku 000 Substans | Bantul
0112 Atas Rencana penetapan men men i
Penetapan peraturan baru Penelitia
Peraturan Baru n,
dan/atau Pengemb
Evaluasi angan
terhadap dan
Pelaksanaan Inovasi
Peraturan Daerah
Laporan n/a 1 1
evaluasi Doku Doku
terhadap men men




TUJUAN

SASARAN

KODE

PROGRAM
/ KEGIATAN
/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,

SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN,
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)

FORMULA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KINERJA
TAHUN

2022

2023

2024

2025

2026

KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR PERIODE

RENSTRA PD

2021

TARG

Rp

TAR
GET

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

Rp

TARG

ET Rp

pelaksanaan
peraturan

UNIT
KERJA
PENANG
GUNG
JAWAB

LOKASI

Jumlah
Rekomendasi
atas Rencana
Penetapan
Peraturan Baru
dan/ atau
Evaluasi
Terhadap
Pelaksanaan
Peraturan yang
Diterbitkan

Reko
mend
asi

31.500.
000

Reko
mend
asi

33.075.
000

Reko
mend
asi

31.500.
000

Reko
mend
asi

33.075.
000

2 129.150
Reko .000
mend
asi

Kip
Substans
i
Penelitia
n,
Pengemb
angan
dan
Inovasi
Daerah

Kab.
Bantul

TOTAL

803.05
o

12.820.

14.227.
340.29
7

033.29
7

14.748.

848.29
7

15.538.

16.117.
748.29
7

73.452.
773.23

Tabel 6.2

Program Prioritas Bappeda Kabupaten Bantul

Keterangan:*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji
AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Nama OPD

Uraian

2022

2023

2024

2025

2026

Subb Keg

Alokasi Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan didalam Renstra PD, adalah untuk menindaklanjuti
Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 57 Ayat 3 Belanja Pegawai
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perLIndang-undangan.

Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai
berikut:




Bappeda

Persiapan RPJPD,
RPJMD

500.000.000

Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

Bappeda

Rantek RPJMD

150.000.000

Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

Bappeda

Penyusunan RPJPD

500.000.000

Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

Bappeda

Penyusunan
RPJMD

600.000.000

Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

Bappeda

Penyusunan
Renstra

300.000.000

Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode
RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

ini ditampilkan dalam Tabel 7-1berikut:



Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI CAPAIAN
KINERJA PADA
AWAL PERIODE
RPJMD (TAHUN

BASELINE)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI CAPAIAN
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD

TAHUN 2021

TAHUN
2022

TAHUN
2023

TAHUN
2024

TAHUN
2025

TAHUN
2026

Nilai Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (EPPD)

Angka

4,0815

4,1315

4,1815

4,2315

4,2815

4,3315

4,3315

Tingkat keselarasan
program RKPD dengan
RPJMD

Persen

n/a

100

100

100

100

100

100

Persentase indikator
sasaran RPJMD yang
mencapai predikat Tinggi
dan sangat tinggi(%)

Persen

95

95

96

96

97

97

97

Persentase kesesuaian
substansi evaluasi
kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
tahunan (RKPD)

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Persentase indikator
sasaran Renstra
Perangkat Daerah yang
mencapai predikat Tinggi
dan sangat tinggi (%)

Persen

95

95

95,5

26

96,5

97

100

Persentase hasil
penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah yang
telah ditetapkan dengan
perkada/perda

Persen

100

100

100

100

100

100

100




NO

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI CAPAIAN
KINERJA PADA
AWAL PERIODE
RPJMD (TAHUN

BASELINE)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI CAPAIAN
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD

TAHUN 2021

TAHUN
2022

TAHUN
2023

TAHUN
2024

TAHUN
2025

TAHUN
2026

Persentase ketersediaan
data dan informasi
perencanaan

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Dokumen
Perencanaan dan dokumen
perangkat

daerah yang dikendalikan
dan dievaluasi

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Persentase kesesuaian
sub kegiatan Renja PD
dengan Rensta PD
bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Persentase kesesuaian
sub kegiatan Renja PD
dengan Rensta PD

bidang perekonomian dan
SDA

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Persentase kesesuaian
sub kegiatan Renja PD
dengan Rensta PD
bidang infrastruktur dan
kewilayahan

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan dokumen
perencanaan pada bidang
pemerintahan dan
pembangunan manusia

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan dokumen
perencanaan pada bidang
perekonomian dan SDA

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan dokumen
perencanaan pada bidang
Infrastruktur dan
Kewilyahan

Persen

100

100

100

100

100

100

100




NO

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI CAPAIAN
KINERJA PADA
AWAL PERIODE
RPJMD (TAHUN

BASELINE)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI CAPAIAN
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD

TAHUN 2021

TAHUN
2022

TAHUN
2023

TAHUN
2024

TAHUN
2025

TAHUN
2026

Persentase Perencanaan
dan Pengendalian Urusan
Keistimewaan yang
Berkualitas

Persen

20

100

100

100

100

100

100

Persentase capaian kinerja
perencanaan dan
pengnedalian pelaksanaan
kegiatan keistimewaan

Persen

100

100

100

100

100

100

100

Capaian Tingkat
Pelestarian Situs Warisan
Geologi (Geoheritage)

Persen

10

10

20

50

70

20

20

Capaiamn luasan yang
terkonservasi di dalam
zona inti

Persen

10

10

20

50

70

90

90

Presentasi hasil penelitian
dan pengembangan yang
dimanfaatkan

Persen

100

100

100

100

100

100

Persentase hasil
penelitian dan
pengembangan yang
sesuai dengan road map
SIDa

Persen

n/a

100

100

100

100

100

100

Presentase roadmap SIDa
yang terlaksana

Persen

100

100

100

100

100

100

Persentase hasil litbang
bidang penyelenggaraan
pemerintahan dan
pengkajian peraturan

Persen

n/a

100

100

100

100

100

100

Sumber: RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2026




BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun
2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-
program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh
Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050 - 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan
bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat
Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan
daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan
daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub
kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta
tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra

Perangkat Daerah.

b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022
sampai dengan 2026.



Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan
menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber

daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022
Kepala,

.....................................
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